BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

| PERAIURAN BUPA’I_‘I KARAN‘GANYA‘}R |

R

NOMOR: 7/ TAHUN 2014 ~
o TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;"‘--.%""V R
| o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LR ~ BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan.  Daerah
N "+ Kabupaten Karanganyar Nomor_‘llv’I_‘ahun~2014,tentang_75;;*

- : - Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan - Daerah, perlu-
. menetapkan . Sistem dan  Prosedur . Pengelolaan =
- Keuangan Daerah di hngkungan Pemermtah Kabupaten o
- Karanganyar ; v : -

- . 1 b. bahwa untuk maksud sebagalmana tersebut huruf S
1 a, perlu membentuk Peraturan Bupati: tentang Slstem'"{ S
.+ - . . danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah. - el T
" Mengingat : ’-1,;7;Undang-Undang ‘Nomor- » 13" ’I‘ahun 1950 teri_téng o
- S - Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten “dalam =
’ -ngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah L ‘

2. VUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang o
-~ Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. ..
© Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

. Repubhk Indonesxa Nomor 4286), . L

3.»”Undang-Undang Nomor 1 -Tahun, - 2004 tehtang";f;-
© Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik =
- Indonesia Tahun- 2004-.Nomor S5, Tambahan Lembaran
B Negara Repubhk Indonesm Nomor 4355); o

\



Undang-Undang Nomor =15 Tahun 2004 tentang =
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia .~~~
Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara;*;'}:'?",l

Republik Indonesm Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang»»»i&
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran A
- Negara Repubhk Indone31a Nomor 4438), CoeT

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang paJak
~ Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara -~ = .
~ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), o

}Undang-Undang ,Nomor 12 Tahun 2011 tentang _' ,:{ L
Pembentukan  Peraturan = = Perundang-undangan -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;_ i
Indonesia Nomor 5342), : ’

. ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . .
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik =~~~ -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ~~ .= -
- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana - .. .
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti .=« .
Undang-Undang ~Nomor 2 Tahun 2014 tentang - -
-~ Perubahan atas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *° =

~ tentang © Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan o

Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5589),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun- 2004 tentang'f.l;{_g_;.i{-:,[
Kedudukan Protokoler dan  Keuangan Pimpinan dan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran =
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

- Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan o
~ Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan =
 Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik -~ =
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran e

Negara Repubhk Indonesia Nomor 47 12),




R Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara -~ -
- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); .-~ =~~~

11,

12.

'10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang- =~ =
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara =~
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan =~ -~
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)- =~

~ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah =~ .
- Nomor - 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005! tentang e

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2005 - Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4575), T

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang}'}f.f_}, .

. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan =~ -

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah A
. Nomor 65 Tahun 2010 - tentang Perubahan Atas -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara . )

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 'I‘ambahan'f“

Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5155),

13,

14,

Peraturan Pcmerxntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang;‘}:‘_;.- v
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran' Negara. = -+ "
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan:.g,,_ PR
‘Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578), e

Peraturan Pernerlntah ‘Nomor 39 Tahun 2007 tentang’”;'_:”. :j o
. Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara =~ .
-~ Republik Indones1a Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan' =~ .7

Lembaran Negara Repubhk Indoncs1a Tahun 2007 ,‘

’ Nomor 4738),

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang |

" Investasi Pemerintah; (Lembaran ‘Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagalmana '

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
"~ Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan = -
. Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi =~ '

Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesw.»
Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

: Republlk Indones:a Nomor 5261);




16.

o Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5165), BT .

17.

18,
10,
20,

21.

22,

23,

 124.

ijeraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang I
‘Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan_

'Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan =~ -
‘Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

~ ‘Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara .
_Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 'I‘ambahan SR
~ Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5174),4

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang""}":‘:ﬁ?\

Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
.Repubhk Indones1a Nomor 5219), e :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang el
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a,
“Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran - Negara"’fff :
_ Repubhk Indonesxa Nomor 5272); '

Peraturan Pemenntah Nornor 44 Tahun 2012 tentang

Dana Darurat ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia : -
Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara =

Republik Indonema Nomor 5299);

Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014 tentang‘,jg S
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran =~ =
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, = .
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone51a Nomor N

5533 });

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 v‘té‘r‘xta{ﬁg"
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagmmana telah“_' L
beberapa kali diubah terakhir ‘dengan  Peraturan =~

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan -

'Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 L

tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemermtah

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006- o
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ‘Daerah .
'sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
“Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan . . .-
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang‘ o

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor S5 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara . serta
Penyampaiannya; - . . R




: Menetapkan :SISTEM DAN- PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN;
: - DAERAH . DR

R Dalam Peraturan Bupat1 1m, yang dlmaksud dengan
1.
2.
3.
4,

25 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah 'sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39  Tahun 2012 tentang ="

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .

© 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan - ..
Bantuan Sosial yang ' bersumber dari < Anggaran SRS S

Pendapatan dan Belan_]a Daerah

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 .
Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan -
- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ‘Karanganyar

~ Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah

. Kabupaten Karanganyar tahun 2014 nomor 11), i

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM
" Pasall

_,Daerah adalah Kabupaten Karanganyar .

Pemerintah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten

Karanganyar.
Bupati adalah Bupati Karanganyar o e
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten _

Karanganyar.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajlban,

daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemermtahan

Daerah yang dapat dinilai dengan wuang ‘termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang: berhubungan s

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. "
Pengelolaan Keuangan Daerah “adalah keseluruhan '

kegiatan yang meliputi ‘perencanaan, pelaksanaan, '

penatausahaan pelaporan, pertanggun'awaban dan
pengawasan keuangan daerah. ’

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjumya""}‘;.

disingkat APBD  adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan dltetapkan dengan R BN

Peraturan Daerah.




10.

S
12.
13,

14,

'Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ik

adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan' S

keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya E
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanJutnya Kuasa »
untuk RS i

- dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. = o
Bendahara- Umum Daerah yang selanjutnya dlsebut BUD L n
. adalah PPKD yang bertindak dalam kapas1tas sebagal i e

BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah."

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat” o
- SKPD adalah perangkat daerah pada Pernermtah Daera_h

selaku PA/barang.

Unit Kerja adalah b-aglan dan SKPD yang melaksanakan

~ satu atau beberapa program.

15,
16.

17.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Selan.lutnya‘- o

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang

program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengguna Angaran yang selanjutnya. disingkat - PA adalahj,
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan’ . anggaran =~
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungSI SKPD yang W, e

dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Angaran yang selanJutnya d1smgkat T
- Kuasa PA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk =
dalam el

" melaksanakan ‘sebagian - kewenangan -
melaksanakan sebaglan tugas dan fungsi SKPD

18.

0.

Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah’:. :
pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang m111k. TR &

daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyxmpanan uang oo

melaksanakan satu atau beberapa keglatan darl suatu.

- daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung

- 20.

2L

- ditunjuk = menerima, menyimpan,
menatausahakan, - dan mempertanggungjawabkan "uang- o
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada e

292,

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh EE

pengeluaran daerah. -

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekemng tempat:., i
~ penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati =

untuk  menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar. seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

Bendahara Penerlmaan adalah Pe_]abat fungs1ona1 yang - . oo
menyetorkan LT

SKPD.

Bendahara Pcngeluaran adalah pejabat fungsmnal yang ' |
ditunjuk  menerima, - menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk . keperluan . belanja

pelaksanaan APBD pada SKPD e

daerah  dalam

' rangka




23.'Pener1maan Daerah adalah uang yang masuk ke kas; L
daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar darl kas R
' daerah. R
- 28,
- diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. - e
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang o
- diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. ' G
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih leblh antara" .

24,

27.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerlntah daerah yang.

- pendapatan daerah dan belanja daerah.

og

29.
- 30.

3L

- 32.

' 33.
34,
35,

36,

37.

- 38.

Defisit Anggaran Daerah adalah SCllSlh kurang antara» |

pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu‘ R
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. - ’

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang - selanjuthya S -

disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penenmaan :
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Pinjaman Daerah  adalah semua transaksi yang

;vmengaklbatkan daerah menenma sejumlah uang atau

menerima manfaat yang bernilai uvang dari pihak lain

sehingga daerah dibebani kewajlban untuk rnembayar”f*

kembali.

Kerangka - Pengeluaran - Jangka Menengah adalah, o
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan -
pengambilan keputusan . terhadap kebijakan tersebut

dilakukan dalam perspektif lebih dari satu  tahun =

anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya - .
akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun ’
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. . - .
Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhltungan o

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari ,'

tahun - yang  direncanakan = guna = memastikan o

kesmambungan program dan keglatan yang telah dlsetuJuL

dan menjadi - dasar penyusunan anggaran tahunpv.,f_.

berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/ hasﬂ dari keglatan/ program yang AR
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. - .
Penganggaran terpadu  (Unified budgeting) adalah o

penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan' -

secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna

melaksanakan keglatan pemerintahan yang d1dasarkan ,‘ o

pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.” o
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemermtahan d1.

‘bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapa1 SR
~ tujuan pembangunan nasional. , S
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk o

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan -
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. .
Kegiatan adalah bagian dari program yang dllaksanakan N
oleh satu atau leblh unit kerja pada SKPD sebagal baglan R




vdan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan L
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang

B ‘modal termasuk peralatan dan teknologl, dana, atau

39.
40.
AL
: o

43.

kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasﬂkan .

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. .
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu'v

program atau keluaran yang dlharapkan dan suatu‘ DR
 kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dlhasﬂkan o
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung . .~

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan = -
‘ berfungsmya keluaran dan keglatan keglatan dalam satu

program. : »
Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah

selanjutnya  disingkat RPJMD = adalah dokumenv

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. :

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selan_]utnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah ~ =
dokumen perencanaan daerah untuk penode 1 (satu) Y

" tahun.

.44,

- rencana belanja program dan keglatan SKPD sebaga1 dasar . o

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selan_]utnyab SRR
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan.

penganggaran - yang berisi rencana pendapatan dan

~ penyusunan APBD.

45.
46

- 47.

 batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD j...;‘:_:-‘. .
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan' e i

48,
49,

50.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan-

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah =
- rencana - kerja badan/dmas/bagxan keuangan selaku ,' e AR
~ Bendahara Umum Daerah. Cemn
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dlsmgkat KUA-

adalah dokumen yang ~memuat kebijakan b1dang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yangv-
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya’

dlsmgkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan

RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang. selanjutnya"*"‘” s

disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat

- pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dlgunakan :

. sebagai dasar pelaksanaan oleh PA. : -
Surat Permintaan Pembayaran yang selanJutnya dlsmgkat__ o

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara o

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran..
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar

~ pencairan dana yang dlterbltkan oleh BUD berdasarkan_,_ x

© SPM.




51.
52.
53.

ST PR Fp

Surat Perlntah Membayar yang selanjutnya d1smgkat SPM'-_‘
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan = oleh: =~ - -
PA/kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas beban;v_ T

pengeluaran DPA-SKPD;

Surat Perintah Membayar Langsung yang Selanjutnya S T

dlsmgkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh

-PA/kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas beban L

pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP :ﬂ
“adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan
kerja dalam melaksanakan keglatan operasmnal sehan-'
~hari. -~ - , R e
Surat  Perintah Membayar Ua.ng Persedlaan yang ' ,
‘selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang @ - =
‘diterbitkan oleh PA/kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas ..~ . .. -
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai =
‘uang persediaan untuk mendana1 keglatan operaswnal:ﬁ,;

- kantor sehari-hari..

55,

56.
* yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
~diterbitkan oleh PA/kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas™ -~ "
- beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya'_ L
‘melebihi jumlah batas pagu uang persedlaan yang telah :

Surat Perintah Membayar Gantl Uang Persed1aan yang‘
“selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PA/kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas .~ -
‘beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan =~
~ untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan

- ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

57.

58.

'59.

' 60.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang waij dlbayar., EUR
kepada pemermtah daerah dan/atau hak pemerintah

~ daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
- perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan . -

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau?v:» g T
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari peroIehan e
lainnya yang sah. o
Utang Daerah adalah Jumlah uang yang Wajlb dlbayar.»-

pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah R
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan Do
,perundang-undangan, perjanﬁan atau berdasarkan sebab '
lainnya yang sah. :
Dana Cadangan adalah dana yang dlSlSlhkan untuk o

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif

~ besar yang tidak dapat d1penuh1 dalam satu tahun

6l

anggaran.

Sistem Pengendahan Intem Keuangan Daerah merupakan® 7
- suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh =
VLembaga/Badan/Umt yang mempunyai tugas dan fungsi -
‘melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk -~ = “: .-
‘menjamin agar pelaksanaan, kebijakan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan :

perundang-undangan




62.

Keruglan Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga B

. }dan barang yang nyata dan pasti Jumlahnya sebagau akibat
- perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

63.

64.

65.

. 66.

68

69.

 yang telah -memiliki sertifikat keahhan . pengadaan- e

70.
71.
72.

73.

| menggunakan tehnologi informasi dan transaksa elektromk a

.74,

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlsmgkatf .i' |
BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan -
pelayanan kepada masyarakat berupa penyedlaan bara_ng'

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari -

keuntungan, dan  dalam melakukan keglatannya
didasarkan pada prinsip efisien dan produktlﬁtas B ‘

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selan_]utnya -
- disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan =~~~
pengangaran tahunan yang berls1 program keglatan target BT

kinerja dan anggaran BLUD.

Surat Penyediaan Dana yang selanJutnya dlsmgkat SPD--;z?-

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP."

Investasi adalah penggunaan aset untuk mcmperolehf;
manfaat ekonomis seperti bunga, dev1den, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya - sehingga - dapat ..

meningkatkan kemampuan pemermtah dalam rangka

© . pelayanan kepada masyarakat. -
67.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya v

disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan ' .
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non,'ﬁ‘;‘_;—}v
spesialistik  untuk  keperluan observasi, dlagnosls,ff S
~ perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan» R I

lainnya. :
Basis Akrual adalah basis - akuntans1 yang mengaku1

 pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat =
transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhaukan saat e TR
kas atau setara kas diterima atau dibayar; , . S
Unit Layanan Pengadaan atau disebut ULP adalah umt o
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan . .

pengadaan barang/ jasa yang terdiri dari pegawai-pegawai

barang/jasa pemerlntah o
Pejabat Pembuat Kormtmen adalah yang selanjutnya B
disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggung Jawab ‘
atas pengadaan barang/jasa

Pejabat Pengadaan adalah personil yang mem111k1 sertlﬁkat B
keahlian pengadaan barang/jasa serta yang mela.ksanakan L

pengadaan barang/jasa;
Panitia/Pejabat Penerima Has1l Pekerjaan adalah

panitia/pejabat yang dltetapkan oleh PA/KUASA PAvyang/ e TE

bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah_
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan = dengan

sesuai dengan ketentuan perundangan;
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya

~ disingkat LPSE adalah unsur . pelaksana Pemerintah
- Kabupaten Karanganyar yang melayam proses pengadaan




e barang/ ]asa ‘secara elektromk dengan menggunakan
sistem aplikasi SPSE nasional;
_ v.‘:;Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar
. 76. Surat Perintah ‘Perjalanan Dinas, yang selanjutnya :
. disingkat SPPD adalah surat - -perintah - kepada Pejabat
- Negara, ‘Pegawai Negeri, - Pegawa1 Tidak Tetap,’.. dan Pihak
~ Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dmas,
. Kuitansi * adalah ‘tanda . bukti penerlmaan j; uang ‘yang
- ditandatangani  oleh  PA/KUASA PA, “Bendahara
o 'Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan-—
- plhak penenma pembayaran . SO

>

L BAB he o
STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

Baglan KeSatu RR

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerahi

ff;ﬂjBupatl selaku pemegang. kekuasaan ‘pengelolaan keuang 8
"~ Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemlhkan
- kekayaan daera.h yang dlplsahkan e

v v Baglan Kedua X ,
Koordmator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

;v.{-»’Sekretans Daerah selaku koordlnator pengelolaan keuangan :
' daerah berkaltan dengan peran - dan fungsmya : dalam,_.j
" 'membantu ~ Bupati ~ menyusun = kebijakan . dan-
mengkoordma&kan penyelenggaraan urusan pemerlntahan T
' f_'daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah Gl R

o _ Baglan Ketlga . , ST
o Pe_}abat Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Umum

Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat
Penatausahaan Keuangan PPKD '

Paragraf 1

PeJ abat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum |
- : Daerah : . .

Pasal 4

P‘ung31 BUD dllaksanakan oleh Kepala Dlnas Pendapatan :
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ‘ :




Pasal S

»’_»Bupat1 menunjuk pejabat yang melaksanakan li‘ungsl PPKD

selaku BUD apabila Kepala SKPKD berhalangan tetap /

sementara

(1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset..,-;_;_'-;.g

Paragraf 2 ,
- Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 6

Daerah selaku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD

yaknl

1.

a. Kepala Bldang Anggaran selaku Kuasa BUD bertugas

menylapkan anggaran Kas

b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku :

Kuasa BUD bertugas

n
3.

10.

11.

menyxapkan SPD;
menylapkan SP2D; : . v ,
melakukan pembayaran berdasarkan perrnmtaan -

. pejabat Pengguna  Anggaran/] Kuasa PA atas

beban rekening kas umum daerah;

melaksanakan pemberlan pmjaman atas nama"

Pemerintah Daerah;

melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi daerah; .
melakukan pengelolaan utang dan plutang daerah
melakukan penagihan piutang daerah '

membantu BUD dalam meny1apkan Laporan POSlSlb’ o

Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank; _ e
menyimpan seluruh bukti asli - kepemilikan o

kekayaan daerah ‘berupa surat-surat berharga

untuk aset lancar;

memantau . pelaksanaan penerlmaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lernbaga a

keuangan lamnya yang dxtunjuk

men)hmpan uang daerah serta melaksanakan,,,_ S

penempatan - uang  daerah, antara = lain

12.
13,1 |
 Penerimaan Pembiayaan Daerah, antara lain yang -

berasal dari SILPA Tahun sebelumnya, dan S
Penarikan Aset Management Umt (AMU) Bank o

pengadmlmstrasxan jasa giro kasda,' jasa giro
pemegang kas, tabungan dan pendapatan denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; :

mengusahakan dan mengatur dana yang dlperlukan
dalam . pelaksanaan APBD;. o

bertanggung jawab terhadap pengadm1mstra51an

Jateng.



‘14 mengadmmmtramkan penerimaan pengemballan
. gaji Tahun - Anggaran sebelumnya, Penerimaan -
~ Taspen, Sumbangan Masyarakat (atau sebutan

lainnya) dan Pengembahan Belanja Tahun Anggaran’_»_ g

Sebelumnya

c. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan ‘ E

selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaitu:- o
1. melaksanakan pendaftaran - wajib pa_]ak/ wajib
~retribusi daerah; : . N

2. mengumpulkan ‘dan - mengolah data Yang;: o

berhubungan - dengan potens1 dan penmgkatan L

pendapatan daerah;

3. melaksanakan pengh1tungan dan ‘ ‘penetapanj_:f}* "
besaran pajak daerah yang harus dlbayar oleh wajib

- pajak dan wajib retribusi dengan mengkaji- data‘--_-v, e

 yang masuk sesuai pedoman yang berlaku.

©d Kepala Bidang Penaglhan, Keberatan dan Pemcrlksaan_'-;_’:{'-"*‘ G

Pajak selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaitu :

1. merumuskan, mengumpulkan dan mengolah -,_data'vlfii.-ij

rencana kegiatan di bidang penagihan pajak daerah
yang telah jatuh tempo, melayani keberatan dan . -
banding serta melaksanakan pemerlksaan pajak' ’
sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

o, melaksanakan penaglhan p1utang pajak daerah

e. Kepala  Bidang Akuntans1 selaku kuasa BUD

‘melaksanakan tugas yaitu :

1. melaksanakan sistem akuntans1 dan pelaporan SR
keuangan daerah. -

2. menyajlkan 1nformas1 Keuangan Daerah

f. Kepala Bidang Aset Daerah selaku kuasa BUD'?“'!'?-:, ot

melaksanakan tugas yautu

1. menyimpan seluruh buktl kepemlhkan kekayaan;‘ff?*'.',f»:s"'»:‘f'?’é; o

daerah untuk aset tetap. .

2. melaksanakan kebx_]akan dan pedoman pengelolaan o
barang milik daerah. .

(2) Kuasa BUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada BUD

(3) Penunjukan Kuasa BUD dltetapkan dengan Keputusan'; ‘

- Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan =~

- Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD melalui Sekretans .
Daerah. , . 3



o o Paragraf 3 ,
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

Pasal 7

o vaepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungs1
o tata usaha keuangan SKPKD sebaga1 PPK-PPKD yang
. ;mempunyal tugas L .

a. menelm kelengkapan Surat Perlntah Pembayaran Langsung i
o _,(SPP—LS) yang d1sampa1kan oleh Bendahara Pengeluaran T

- b NmenyIapkan SPM LS untuk d1ta.ndatangan1 oIeh PPKD :

e melakukan venﬁkas1 terhadap dokumen SPJ Bendahara
Pengeluaran PPKD; ‘ . v T

d ivsetelah d1ver1ﬁkas1, dokumen SPJ Bendahara Pengeluaranf:";_
© . dan kelengkapannya - dlbenkan kepada PPKD ‘untuk
‘_f‘_}v_*;'mendapatkan pengesahan o

e ‘;_'dalam rnelaksanakan tugasnya PPK PPKD dapat d1bantu‘
- oleh ‘staf yang melaksanakan fung31 verlﬁka81, dan
. pelaporan. : = e '

o f setelah mendapatkan pengesahan darl PPKD dokumen’,
- SPJ dlbenkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk
- SPJ - " administratif dlsunpan ‘'sebagai dokumen o
1 *iﬁpetanggung]awaban sedangkan SPJ Fungswnal 'd1k1r1m ke
',»Bupatlcq Kepala DPPKAD L

S Pasal 8 Rt
e b (1) Pejabat PPK-PPKD yang dltunjuk adalah pejabat struktural'
B eselon I di Llngkungan SKPKD; :

" -\."-:"j‘:"‘f}"'(2) PeJabat PPK-PPKD sebagalmana dunaksud pada ayat‘ (1)
' dxtetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD .

IR . Baglan Kcempat R S
Pejabat PA/ PB PeJabat Kuasa PA/ PB PeJabat Penatausahaan e
Keuangan SKPD dan PeJabat Pelaksana Tekms Keg1atan

Paragraf 1 . T
Pejabat PA / PB

b ;Kepala SKPD selaku PeJabat PA/PB berwenang dan
" .bertanggung jawab atas tertlbnya penatausahaan anggaran -
 yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya, termasuk =~ = -~
 melakukan pemenksaan kas yang dikelola oleh Bendahara

‘ 'Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang—kurangnya SRS

'"'1 (satu)kah dalam 3 (tlga) bulan e '




Pasal 10

o ,’ Dalam hal Pejabat PA/PB berhalangan, Bupatl menetapkan
‘ ‘}::“peJabat sementara yang d1ber1 kewenangan sebagai Pejabat PA.

S 'Paragraf2 P e
Pejabat Kuasa PA/ PB v' N

A RS Pasal 11 :
i PeJabat PA /PB dalam melaksanakan tugas dapat mehmpahkan
sebag1an ‘kewenangannya dengan menunJuk Pejabat . Kuasa

_ gf - PA/PB untuk melaksanakan program dan keglatan SKPD fdan
Lo bertanggung Jawab kepada Pejabat PA/ PB, yaxtu

a. _melakukan tmdakan yang mengaklbatkan pengeluaran
.. atas beban anggaran belanJa Sl

b melaksanakan anggaran unit kerja yang dl plmpmnya,

el mclakukan pengujlan atas taglhan dan memermtahkan
: pembayaran, U . LT,

o ‘vd;a' mengadakan 1katan -/ pexjanpan keljasama dengan p1ha.k
e lam dalam batas anggaran yang telah dltetapkan

. e " menandatangam SPM LS dan SPM-TU

: _f.“_:mengawam pelaksanaan ' anggaran Unlt
- dipimpinnya; - _ 5

g.> ‘melaksanakan _‘ tugas tugas Kuasa PA/ PB
o berdasarkan kuasa yang d1hmpahkan oIeh PA/ PB

fh'.";l Kuasa PA/PB sebagalmana dimaksud bertanggung Jawab
B atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/ PB
e e Dalam pengadaan ‘barang/j jasa, '
~ bertindak sebagal Pejabat Pembuat Komltmen, S
. J Dalam hal Pejabat Kuasa PA/ PB - berhalangan maka
- kewenangan kembali kepada Pe_]abat PA/PB atau. dapat_
v--:}dlus’ulkan kepada ‘Bupati untuk menetapkan pejabat
o ;}Msementara yang dlben kewenangan sebaga.l PeJab t: Kuas
S pA/ pB v . e ‘

R ParagrafS - S
PeJabat Penatausahaan Keuangan SKPD

L EETIT Pasal 12 CEIRTRE L .
o Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan ;Vfungm
. tata usaha keuangan SKPD sebagal PPK-SKPD ‘yang
mempunya1 tugas S e e . o

- a. menchtl kelengkapan pengadaan barang dan Jasa yang o -
dlsampalkan “oleh: Bendahara Pengeluaran .-dan‘:
d1ketahu1 / dlSCtUJUI oleh PPTK ; D




’.f‘*f;fmenehu kelengkapanySPP—UP 'SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
e termasuk - gaji dan tunjangan - PNS - serta - penghasﬂan’
. lainnya yang d1aJukan oleh Bendahara Pengeluaran,

‘ . rnelakukan ver1fikas1 SPP
d. . meny1apkan SPM

N gmelakukan venﬁkam har1an atas penenmaan
| (. :melakukan akuntans: SKPD o R
Tl menylapkan laporan keuangan SKPD

. melaksanakan Verifikasi atas SPJ yang dlsarnpalkan ‘oleh
- Bendahara Penenmaan/ Pengeluara.n, S

f-,L:; pPK-SKPD mengusulka.n PeJabat/ PetugaS PRNANG
B melaksanakan fungs1 perbendaharaan, akuntansl dan
» }I..",Ver1ﬁkas1 kepada PA;

_] Dalam melaksanakan tugasnya, PPK-SKPD "dlbantu;.;olehl
. staf yang. melaksanakan fungs1 verlfika31 akuntan81 dan
o pelaporan L S

- Pasal 13 |
S Penunjukan PPK-SKPD memperhaukan Iarangan ”perangkapan
'Jabatan sebagai benkut S o .

Ca PPK-SKPD tidak dlperbolehkan merangkap sebaga1 pejabat
. yang bertugas melakukan pemungutan penerlmaan
- daerah bendahara dan / atau PPTK. L

PPK-SKPD t1dak d1perbolehkan menjadl peJabat :pembuat
:'f'-v';.-:;_kom1tmen BEE

S Paragraf4 IIAPRTRFERE
Pejabat PeIaksana Tekms Keglatan SKPD |
Pasal 14

':_(1) PA/PB dan /atau ‘Kuasa PA/PB dalam 'v‘melaksanakan
_ program dan keg1atan menun_]uk peJabat selaku PP’I‘K

TR 1 (2) Penun_]ukan PP’I‘K d1dasarkan pertlmbangan kompetenm
. jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan. atau}v-_:;,_v,“ e
S rentang kendall dan pertlmbangan Objektlf 1a1nnya T

B (3) PP'I‘K mempunya1 tugas

a menyusun rencana Jadwal pelaksaanaan keglatan kelja_- R B
L yang d1koord1nas1kan dcngan PeJabat Pengadaan atau

b mengendalzkan pelaksanaan keglatan

,‘ c melaporkan perkembangan pelaksanaan keg1atan o

}’ ’:d,.‘s.mcnylapkan dokumen anggaran atas
. pengeluaran pelaksanaan keglatan B

. "»é.”.;-uBertanggung Jawab atas pencapalan target sasaran dan



S manfaat keg1atan yang dlkendahkannya, :
f. meneliti dan mengoreks1 dokumen dokumen kegiatan
' (perjanjian kontrak/ kexjasarna, Berita Acara Penilaian -
. Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah  Terima Hasil -
. Pekerjaan, Berita acara pembayaran dan dokumen
SR kegiatan lainnya) yang akan dlmlntakan tanda tangan*
- PA atau Kuasa PA. . . P

S g.vf"membantu menylapkan per_]anjlan/ kontrak
~ pihak penyedia barang/Jasa e ,.

o h : melaporkan pelaksanaan /penyelesalan keglatan yan y
. ,.._»v_;,.-fmenjadl tanggung Jawabnya kepada PA atau Kuasa PA

i setelah kegiatan dlnyatakan selesai, PPTK meny1apkan»
- berita acara serah terima aset dan atau hasil pekerjaan‘
~© kepada PA atau Kuasa ‘PA yang pelaporanny
o d1sampa1kan kepada Bupat1 Karanganyar
g menandatangam buktl pengeluaran atas penggunaan”'
R ],uang persedlaan S T

R Pasal 15 o
:[--'_,(1) Pejabat pada SKPD atau umt kerja yang dxtun_]uk selaku
PP’I‘K adalah i o ‘

pe_]abat struktural eselon III atau,

b pe_]abat struktural eselon IV ’

- Hai‘v(2) PPTK yang dl_]abat oleh peJabat eselon III bertanggung;awab
(. atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. . |
e (3) PP’I‘K yang dljabat oleh peJabat eselon IV bertanggung]awab
- atas ‘pelaksanaan tugasnya kepada PA melalu1 pejabat -

o eselon I yang memb1dang1 E ETTEI I

Pasal 16

= PPTK-SKPD dﬂarang men_]adl pe_]abat pengadaan barang/ Jasa;_
- dan pejabat/panitia penerima hasil pekel:]aan pada keg1atan"”
__yang menjadl tanggungjawabnya e o

Baglan Kehma

’ Bendahara Penenmaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD,
' Bendahara Penerimaan; Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
: e ' Pembantu : o

: . , Pasal 17 R
L Bupat1 atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penenmaan
~ PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Penenmaan,‘r

‘Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran" o
S ’dan Bendahara Pengeluaran Pembantu et I




Bendahara Penerlmaan PPKD

: o i Pasa118 R
(1) Bendahara ' Penerlmaan B PPKD bgrt'ugavs‘-;-._}; “unty
 'menatausahakan . dan membuat laporan"
CE ;”f penerlmaan PPKD, yang mehputl SRS

o a. penenmaan pendapatan dar1 Dana Penmbangan,
b Pendapatan Transfer, ARG S
S Pendapatan laln 1a1n yang sah dan
E d Pemblayaan Penenmaan B

1 Untuk melaksanakan tugas sebagalmana» dlmaksud 8
. ;.::,jf'pada ‘ayat (1) ‘bendahara penerimaan PPKD
~berwenang untuk ‘mendapatkan bukti transaks: atas
’f:fpendapatan yang diterima melalui bank
2. "‘ Adm1mstra31 pada bendahara pener1maan
N ;.;}“'_yaltu ’ S
A buku kas urnum, C

L b buktl penenmaan/ nota kredlt‘

B Laporan L Pertanggung]awaban . 'Bendahara
" Penerimaan PPKD mehputl Laporan Adm1n1strat1f :
dan Laporan Fungswnal LA

(2 Bendahara Penenmaan PPKD wa_]lb membuat laporan surat
pertanggung]awaban ~pengelolaan uang yang' men_]ad'
~ tanggung _]awabnya kepada Kepala DPPKAD paling lambat
~ tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan

- pertanggungjawaban © berupa Buku Kas  Umum, Buku

o Penenmaan bulanan dan buktl penenmaan Iamnya yang .

‘(3) Tembusan Laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) ;
- dikirim kepada Kepala Bldang Anggaran dan Kepala"
Bldang AkuntanSL_ ST

| fv (4) PPKD selaku BUD melakukan ver1ﬁkasx, evaluasl dan
anahsls atas laporan pertanggung}awaban R

Paragraf 2

Bendahara Pengeluaran PPKD
Pasal 19

) Bendahara pengeluaran PPKD bertugas - untuk,‘;’;"’ .
o menatausahakan dan mempertanggung]awabkan seluruh f
pengeluaran PPKD, mehputl : L
a Belan_]a Hlbah
b BelanJa Bantuan Sosaal
BelanJa Bag1 Hasﬂ '




d Belanja Bantuan Keuangan, P
e. Belanja Bunga; N
f. Belanja Tak Terduga dan Pemblayaan

(2) Bendahara pengeluaran PPKD berwenang : . v
a. mengajukan permmtaan pembayaran menggunakan
- SPP-LS PPKD; o . . -

'b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS-':F R

PPKD;

. mengembahkan dokumen pendukung SPP- LS PPKD e

kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut.
tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap o

(3) Bendahara Pengeluaran PPKD menyusun
. .a. buku Register SPP,SPM dan SP2D; :
- b. buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD

_c. buku Rincian Obyek Belanja Pengeluaran PPKD dan
. Buku rekap1tu1a31 pengeluaran per rincian obyek; -

d. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaranz':":ﬁ |
PPKD mehpuu Laporan Admlmstratlf dan Laporan}'gv:} .

- Fungsional. o
(4) Bendahara Pengeluaran PPKD Wajlb membuat laporan

~ surat pertanggungjawaban pengelolaan uang yang menjadi- Sy :
~ tanggung jawabnya kepada Kepala DPPKAD, paling lambat =~ -
tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan -

vpertanggung]awaban berupa Buku Kas Umum, Buku

\Penenmaan bulanan dan bukti penenmaan lamnya yang-’;'j*‘ ;

~ sah. | |
(5 Tembusan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) EE

dikirim kepada Kepala Bzdang Anggaran dan Kepala S

Bidang Akuntansi.

~(6) PPKD selaku 'BUD melakukan ver1ﬁkas1, evaluas1 dan" -
analisis atas laporan pertanggun.awaban , ‘ .

- Paragraf 3

Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pcnerlmaan Pembantu o

Pasal 20

(1) Bendahara . Penerimaan mempunyai tugas menerirna, S
menyimpan,  menyetorkan, menatausahakan = dan -

mempertanggungjawabkan uang penerimaan pendapatan'f?* )

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
(2) Bendahara Penenmaan SKPD berwenang ‘ B

. a. menerima ua.ng yang bersumber dan pendapatan ash B
daerah; . . ; o o ,

b. menyimpan buktx seluruh penenmaan

c. menyetorkan penerimaan uang yang dltenma ke -
rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari =
kerja berikutnya kecuali karena kondisi geogafis maka

 Bendahara Penerimaan yang lokasi kerjanya jauh dari. -
bank yang ditunjuk selaku kas umum daerah dibatasi

g



sampal dengan 2 (dua) han kexja . SR

S .‘,,jf_ﬁmendapatkan bukt1 transaks1 yang. telah dlvalldaslf_ﬂatas!
. pendapatan - yang disetor- me1a1u1 bank selaku kas
. umum daerah/kas BLUD; el

o e ;{menerlma dan memvenﬁka31 pertanggun.awaban yang
‘ [Zdlbuat oleh Bendahara Penerlmaan Pernbantu :

f " melakukan pencocokan ‘kas yang dlkelola oleh'
[ ,Bendahara Penerimaan Pembantu sekurang—kurangnya'
o 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

L (3) Dalam ‘hal PA mehmpahkan sebaglan kewenangan
kepada Kuasa PA, Bupati menetapkan " Bendahara
" Penerimaan - Pembantu pada umt kerja- terkalt atas “usul

Kepala SKPD dengan pert1mbangan BUD PP

o f (4) Bendahara Penerxmaan/ Bendahara Penenmaan Pembantu
_dapat dibantu oleh pembuat dokumen dan ‘pencatat
pembukuan yang d1tetapkan oleh kepala SKPD selaku'P

Paragraf 4

e Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
T Pembantu R

" pasal 21

:',.(1) Bendahara Pengeluéran mempunyal tugas rnenenrna f
menyn'npan,' membayarkan,. menatausahakan

RS mempertanggung]awabkan pengeluaran uang Rt
o (2) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang

- Coas mengajukan permlntaan pembayaran -menggunakan
. ;_SPP UP/ GU/ TU dan SPP-LS; . :

b. menerlma dan menylmpan uang persedlaan

¢ melaksanakan pembayaran dar1 uang persed1aan yang
~ dikelolanya; - , o
L 'd. menolak perlntah membayar dar1 PA/ Kuasa PA apabila
terdapat dokumen yang tldak sesual dengan ketentuanv?”
 peraturan; T S e
e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung : pengajuan
- SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; ‘
’"‘-j.’»'fv.-.‘i’vvvmengembahkan dokumen' pendukung pengajuan SPP-
- LS yang diberikan oleh PPTK, ‘apabila dokumen tersebut:‘, :
: - tidak memenuh1 syarat dan/ atau tidak lengkap SRR
(3) Dalarn hal PA mehrnpahkan sebaglan kewenangannyai; Y
kepada ‘Kuasa PA, -Bupati menetapkan  Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terka.tt atas usul
Kepala SKPD dengan pertlmbangan BUD. '

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berwenang o

a mengajukan permlntaan pembayaran mengguhakan
- SPPTU dan SPP-LS » .

‘ b menerlrna dan meny1mpan uang persedlaan yangf;




berasal dari Tambahan Uang dan/ atau pehmpahan Up o

dari Bendahara Pengeluaran; v
" C. melaksanakan pembayaran dan UP yang dlkelolanya

~ d. menolak perintah membayar dari kuasa PA yang tldak S

sesuai dengan ketentuan peraturan,

yang diberikan oleh PPTK

£ mengembahkan dokumen pendukung SPP-LS yang
" diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluarah Pembantuif
dapat dibantu oleh. Kasir, Pembuat Dokumen, Pencatat -~ - -
Pembukuan, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurusan Gajl o

~ yang ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 22

Bendahara Pengeluaran PPKD, - Bendahara Penerlmaan S
Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran'

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 17 sebagal berikut:

i a. telah menglkutl kursus/blntek/dlklat be'xidahafawlanu.vv':?"-’v:f"

daerah;

b. tidak menjabat sebaga1 bendahara selama 5 (hma) tahun
‘berturut-turut pada SKPD yang bersangkutan, . ' : F

c. tidak diperbolehkan merangkap sebagai PA, Kuasa PA,

- Pengurus Barang, Peny1mpan Barang, PPK-SKPD dan' o
PPTK v v

. , Pasal 23 : S
Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD o

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan . Pembantu, i
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan

. ~ tugas, maka dllaksanakan penatausahaan sebagai berikut:

a. lebih dari 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) ‘bulan,

Bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada -

staf  yang ditunjuk  untuk melakukan

penerimaan/penyetoran/pembayaran - dan = tugas-tugas
‘Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas tanggungjawab = -
‘Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang bersangkutan

dengan diketahui PA/PB;

b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai palmg lama 3 (tiga) bulan,} '
harus ditunjuk Bendahara Penerimaan /Pengeluaran - -
Sementara dan d1scrta1 benta acara serah terima : N

. pekerjaan; »
- ¢. lebih dari 3 (tiga) bulan belum Juga dapat melaksanakan a
tugas, Kepala SKPD wajib mengusglkan pgnggagu '

1}



BABIII
STRUKTUR APBD

Bé;gian Kesatu
Pendapatan Daerah

Pasal 24

. Rencana Pendapatan Daerah dltuangkan dalam RAPBD

Pasal 25

- SKPD mengajukan rencana PAD dalam APBD dengan

memperttmbangkan

a.

- b.

kondisi perekonomlan tahun-tahun sebelumnya, o
perkiraan pertumbuhan ekonoml ‘tahun anggaran yang

akan datang;

realisasi penerlmaan PAD tahun sebelumnya; dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

i Pemngkatan PAD dapat ditempuh langkah- langkah

a.

b.

optnnahsam kekayaan daerah baik yang dlpzsahkan R

maupun tidak d1p1sahkan,

penyederhanaan s:stem dan proscdur pemungutan pa_;ak
dan retribusi; R

rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah

d. pengendahan dan pengawasan atas pemungutan PAD dan

pemberian insentif.

Pasal 27

Penganggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari
dana perimbangan khususnya untuk dana bagi hasnl dan dana
alokas1 umum agar mempertlmbangkan

a.

- b.

(1)

‘alokasi dana perimbangan tahun anggaran berjalan

realisasi penenmaan dana perlmbangan tahun anggaran E
sebelumnya .

Pasal ’28

Dalam hal SKPD mempunya1 tugas dan fungsi pcndapatan -

terdapat penerimaan yang sudah ada tarif pungutannya, °

- namun tidak dianggarkan sebagai pendapatan, maka
- dicatat sebagai pendapatan SKPD. -‘ ‘

(2)

Dalam hal SKPD mempunyai tugas dan fungsi pendapatan
terdapat penerimaan yang belum ada tarif pungutannya
maka dicatat sebagai pendapatan SKPD pada rekenmg Iam-

lam Pendapatan Asli Daerah yang Sah.




- Pasal 29 | i
Dalam hal SKPD tidak mempunyai tugas dan fungsi -

pendapatan terdapat -realisasi penerimaan, maka dicatat =~ . .
sebagai pendapatan SKPKD pada rekemng Lam-Lam

Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pasal 30

(1) Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dicatat sebagai

- pendapatan hibah dalam kelompok lain-lain pendapatan
yang sah pada APBD. :

- (2) Penerimaan hibah- berupa barang dan/atau - Jasa dlcatat
berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai waJar' S

barang dan atau jasa tersebut.

(3) Penerimaan Hibah berupa barang dan/ atau v‘jas'a i

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai

pendapatan hibah dalam rekening kelompok lain-lain =~

- pendapatan yang sah dan dicatat sebagai belanja dalam

‘rekening belanja barang dan jasa/belanja rnodal dengan

- nilai yang sama dan pada waktu yang sama.

(4-) Untuk keperluan administrasi anggaran dlterbltkan SPD" |
Nihil dan SP2D Pengesahan sebesar nilai barang dan /atau e

Jasa yang diterima.

(5) Barang yang diterima dari H:bah d1aku1 dan dlcatat sebagal HETT

. barang milik daerah pada saat d1ter1rna |

Bagian Kedua
' Belanja Daerah .

S ' E Pasal 31
Rencana Belanja Daerah dltuangkan dalam RAPBD

Pasa132.a’ : S
(1) Untuk mengantlslpa31 ‘adanya. kenaikan gaji berkala, |

_kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai -

f diperhitungkan penambahan (accretion) yang besarnya .
maksimal 2 % (dua persen) dari jumlah belanja pegawaz
- (gaji pokok dan tunjangan). : _—

(2) Tunjangan anak, tunjangan 1str1/suam1 dlhztung sejak
~ditetapkan.

(3) Gaji berkala dapat dlmmtakan kekurangannya dalam 1

(satu) tahun anggaran berkenaan.

(4) Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan sesuai dengan o

ketentuan dalam Peraturan Bupatl yang mengatur tentang _‘
hibah dan bantuan sosial. E

(5) Hibah berupa barang yang akan diserahkan tldak pada”;-t:v"

tahun berkenaan dicatat dalam rekening Belanja Barang
dan Jasa, dalam laporan keuangan dlcatat dalam rekenlng ’
Persedlaan _ e




N S Penganggaran dana bag1 hasﬂ yang bersumber “dari

pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dlsesualkan
dengan rencana pendapatan tahun anggaran yang akan

datang, sedangkan apabila terjadi pelampauan  target
pendapatan tahun anggaran berjalan yang belum

direalisasikan kepada Provinsi "yang menjadi ° “hak

B Kabupaten/Kota ditampung dalam perubahan APBD tahun
anggaran yang akan datang. .

~ (7) Ketentuan - lebih lanjut tentang Hibah dan Bantuan Lo

Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Dalam penyusunan -anggaran belanja, set1ap' kegiatan . '.:.”',j -
' berpedoman pada Standar B1aya yang d1atur dalam o

Peraturan Bupat1 _ L .
(2) Belanja barang dan jasa dlanggarkan dengan ketentuan
a. Belanja barang habis pakai disesuaikan dengan

‘kebutuhan riil dan perkiraan sxsa persedlaan barang e

‘tahun anggaran berjalan.

b. Penganggaran ‘belanja barang modal yang akan
- diserahkan = kepemilikannya = kepada p1hak R
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, '

dlalokamkan pada belanja barang dan jasa.

c. Belanja’ modal dianggarkan meliputi besaran harga o | T
beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang .-

~ terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetap
~ dimaksud sampai siap digunakan (nilai perolehan)..

Bagian Ketiga
Pembiayaan Daefah

Pasal 34

Sisa chlh Perhxtungan Anggaran Tahun Anggaran SNC A
Sebelumnya (SlLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang =~ =

rasional yaitu estimasi yang cermat terhadap selisih lebih
antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah

Pasal 35 .
: Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)
dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan

. peny elenggaraan pemermtahan daerah.



~ BABIV
PENYUSUNAN APBD

"Bagié:‘rvl_ KeSaitii |
~ Anggaran Pendapatan Daerah

Pasa.l 36 o

. (1) Pengelompokan anggaran . pendapatan f.ei‘diri N "‘aiv:as
Pendapatan Asli Daerah, Dana Penmbangan dan lam-lam“.‘
Pendapatan Daerah yang sah. SR T

- (2) Setiap pendapatan yang dlanggarkan mencantumkan dasar"-i:‘:‘]"‘
. hukum . : '

‘ Baglan Kedua
Anggaran Belanja Daerah

Pasal 37
Pengelompokan anggaran belanja daerah terdm dan ‘
a. Belanja tidak langsung,meliputi :.
1. belanja pegawa1 (gajl),
: 2 ‘tambahan penghasﬂan PNS

‘3. belanja penerimaan lamnya pimpinan dan anggota’?f::_'
DPRD serta Bupati dan Wakil Bupatl, : .

4. v'b1aya pemungutan Pajak Daerah;

5. belanja bunga, belanja subsidi, belanja h1bah belan_]a"ﬂi o
bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai- poht1k e

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan o
belanja tidak terduga. v y L -

b. Belanja Langsung, mehputl,:
1. belanja pegawa1 ’ ;
2. belanja barang dan jasa; dan -

 3 belanja modal

~ Bagian Ketlga
Anggaran Pemblayaan Daerah '

Pasal 38

(1) Pengelompokan anggaran pembiayaan daerah terd1r1 atas. ... i

anggaran pembiayaan, dan perhitungan plhak ketlga (non
anggaran). v e

(2) Anggaran Pembiayaan, terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :



[

1. Sisa Leb1h Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran R

' sebelumnya (SiLPA);
. pencalran dana cadangan,

penenmaan pinjaman daerah;
penenmaan kembali pemberlan pm_] aman

v penenmaan plutang daerah

| 'penerlmaan Kembah Investasi Dana Berguhr
Pengeluaran pemblayaan, mehputl
pembentukan dana cadangan, v
- penyertaan modal (1nvesta31) pemenntah daerah
‘pembayaran pokok utang; ’ ’
}pembenan p1njaman daerah;

v’penyelesalan kegiatan DPA-L dan '

Qeper - FIo g e

- ,terselesalkan

BAB V |
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan -

Pasél 39  |

. hasil penjualan kekayaan daerah yang d1p1sahka_n, L

pembayaran kewajlban tahun lalu yang belum

Bank Penylmpanan Kas Daerah merupakan bank yang -

- dltunjuk untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari

- penerimaan daerah dan untuk memblayal pengeluaran'

@)
o

(4)

'biBank

‘daerah.

Kepala SKPKD selaku BUD membuka rckemng Kas Umumbb ',:1 RN
-Daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran e
‘pada  Bank Penyimpanan Kas Daerah sebagaimana"{.; IR

dimaksud pada ayat (1).

dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima.

Dalam hal penerimaan melalui e-banking dilakukan sesuai . "

Semua penerimaan wajib disetorkan ke Rekemng Kas
Umum Daerah pada Bank Penyimpanan Kas Daerah-.»%;-}‘-'
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya

dcngan pexjanjlan kerjasama Pemermtah Daerah dengan -




Bag1an Kedua: R

Pelaksanaan Anggaran Belanja

Ll Pasa140 LR T
(1) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang 'APBD
-~ diundangkan, pengeluaran yang mengakibatkan ‘beban
- 'APBD tidak dapat dilakukan, kecuali untuk: pengeluaran
- UP yang dlgunakan untuk belanJa yang ber81fat wajib
) menglkat o L .
(2) BelanJa yang berSIfat Waij menglkat . scbaga:r_na_na S T

dlmaksud pada ayat(l), terd1r1 dan S
a Belanja tldak langsung, mehputx '
L ga_u dan tunJangan

2 beIanJa penenmaan lalnnya Bupatl/ Wakﬂ Bupat1 ;.
dan P1mp1nan / Anggota DPRD

3 belan_]a tidak terduga '

b BelanJa langsung mehputl

EIe 1 belanJa penyed1aan Jasa komumkam, sumber daya
~ air dan listrik; % e

. ) 2.:‘5{} belan_]a penyedlaan Jasa pemehharaan dan" perlzman.,
" kendaraan dinas/ operasxonal L
s ""vpemehharaan rutln / berkala kendaraan dmas/
Pl operas1onal P .

G 4 }penyedlaan alat tuhs kantor ‘
5. penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Sura ‘
.. Ketetapan Pajak Daerah), G :

. ‘6;;}penyed1aan bahan bacaan

. »;v’;f’penyedlaan bahan loglstlk kantor (makan minum

~ ' obat, bahan kimia pada panti, pusat pelayanan

"’"-_...,_",ikesehatan tingkat 1, rurnah sak1t Iaboratorlum
- logistik ternak/ 1kan), - g

| ‘8. f_*’penyedlaan makanan dan minuman (tamu Bupatl ‘;
o rapat DPRD ekstra foodlng, rapat rutm)

- 9 rapat koordlna81 dan konsultas1 ke luar daerah
e dengan izin khusus ' . e

N 10; belanja pemehharaan gcdung kantor (cleamng i
~ service), jasa pengamanan kantor, dan layanan Jasa B
padamasyarakat RN L
(3) BelanJa yang memerlukan proscs pengadaan barang/ jasa '
.~ dengan ikatan kontrak kepada pihak ketiga dilakukan = =
- setelah 'DPA SKPD  ditetapkan, kecuali belanja wajib =~
L '\meng1kat sebagaxrnana dlmaksud pada ayat (2) huruf b‘ S
.j"-'angkal 5,7, dan angka 10. - _ e

5:" (4) »'Kontrak sebagalmana d1maksud pada' ‘ ayat (3)
 ditandatangani - setelah Peraturan Bupau tentang RS
. Pen_]abaran APBD dltetapkan o G




P - Bag1an Kenga v
i Pelaksanaan Anggaran Pemb1ayaan Daerah

(1) Anggaran pernblayaan hanya dllakukan oleh SKPKD
(2 Semua penerimaan “dan pengeluaran pemblayaan daerah,
B dllakukan melalui Rekcnmg Kas Umum Daerah. . P T
(3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pemblay
berkewajlban untuk S

a. meneliti kelengkapan ermtah pembayaran /‘ :
o . o pemlndahbukuan yang d1terb1tkan oleh PPKD ;
o 'b". ‘."mengu.]l kebenaran perhltungan ' pengelu
-xpemb1ayaan yang tercantum | dalam - pcnntah

R '_pembayaran, P N o
}: e menguji keterscdlaan dana yang bersangkutan
od menolak pencairan dana, apabila perintah pembay ra;
~ atas - pengeluaran pemb1ayaan tldak - memen h
: ‘persyaratan yang dltetapkan o SRR

O Pasal 42

) ;{( 1) Pener1maan pengembahan pokok dana berguhr dlcata
pada rekemng Penerimaan Pemblayaan s

B | (2) Pencrimaan Denda dan Bunga dana. bergulxr dlcatat padaf"‘
L rekenmg Laln Iam Pendapatan Ash Daerah Yang Sa :

BAB Vi
PERUBAHAN APBD

Pasal 43

.vPenYusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan -‘ _‘ff_’{;v
~ APBD d1laksanakan untuk : _ E e

P a; ‘melakukan - penambahan/ pengurangan balk terhadap |
‘ ,volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap

~ perubahan jumlah anggaran program dan keglatan cukup

... .dengan. melakukan penyesuaian - -dalam . DPPA-SKPD atau,_ L

7 tidak perlu dcngan menyusun RKA SKPD baru ol T

S b;"-"menampung program dan keglatan baru dalam perubahan':}f_::f:v:’":"j
- APBD, harus d1awah dcngan penyusunan dokumen -
o RKA—SKPD B . v o -

R ¢ 'Penggeseran antar sub rincian obyek dan’: rincian obyek o
" belanja  dalam obyek belanja berkenaan dan tidak

o 3menambah pagu - anggaran ' dapat dllakukan atas“f' ’
persetujuan PPKD : : L




L (2) Penggeseran antar obyek belanJa dalam Jems -belanja
: N berkenaan dllakukan atas persetujuan Sekretans Daerah
S (3) Pergeseran anggaran antar r1n01an obyek dan antar obyek
. belanja sebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (1) dan (2)
~ dilakukan . dengan - cara mengubah peraturan Kepalaf'
- 'Daerah - tentang penJabaran APBD sebagal ‘dasar
';pelaksanaan R e L
@) Revisi dan/ atau penyesualan tolok ukur klnerja’dan ;target
o vkmerja sepanjang akibat yang ditimbulkan tidak melampu1
o pagu anggaran keglatan serta akibat lain tldak tercapamya
- sasaran - pembangunan daerah dapat dllakukan atas
' "iv-'__persetujuan PPKD. S . P

- (51) , Revisi dan/ atau pergeseran anggaran kas dapat dllakukan
, ‘v:atas persetujuan PPKD ey

Pasal 45

R Pergeseran anggaran ndak dapat dllakukan setelah peraturan
' daerah tentang perubahan APBD dltetapkan kecuah untuk
~dana’ da.na bantuan pemcrmtah pusat maupun bantuanr'-:‘?
| ‘fProv1ns1 - SN S : L

PERENCANAAN KAS

| | o | Pasal 46

o _'_:-'_(1) PA dan Kuasa PA Wa_]lb mengajukan perencanaan kas yang
o merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan

. atas pendapatan dan belanja yang dikelola kepada BUD.: '

3::,"'(2) Pengajuan perencanaan kas sebagalmana dlmaksud padat_
© . ayat (1) d11akukan bersamaan dengan pcngaJuan ‘RKA-
SKPD e T e T Gt

o 7"(3) Perencanaan kas SKPD d1sesua1kan dengan s1fat/ karakter,:;v»v
keg1atan/ pekerJaan dan -telah  dibahas bersama antara
pejabat yang akan dltunJuk sebagau PPTK dengan unit kerja’ - ©
yang melaksanakan tugas dan fungS1 perencanaan SKPD.

t (4) Perencanaan kas sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (2)- :
' sebagal dasar untuk melaksanakan program. keglatan:. o,
R “sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah d1tetapkan R
P 71 ¢,  .;"(5) Pembahasan  perencanaan kas SKPD dllaksanakan B
- bersamaan dengan pembahasan DPA SKPD Y

F o (6) Perubahan anggaran ‘kas ‘pada SKPD dapat dllakukanj‘
: " paling lambat sampai dengan Triwulan Pertama kecuali
d1tentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

’ (7) Penyusunan arus kas oleh BUD dldasarkan -atas
' pendapatan belan_]a dan pemblayaan daerah




. (8) Berdasarkan proyek31 penenmaan dan "pengeluaran
" ‘bulanan, BUD menetapkan penyusunan arus
, ‘saldo kas mlmmal e

'(9) Persedlaan saldo m1n1ma1 pada - BUD, guna ' memenuh
‘pembayaran kewajiban daerah dan untuk mendapatkanlf’
- manfaat yang optimal dalam pengelolaan kas dltetapkan
m1n1rna1 1% (satu persen) dan APBD R

BABVIII S
" PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH :

Bag1an Kesatu

‘Penatausahaan Penenmaan o

o é‘:Paragraf oo .
Penatausahaan Penenmaan d1 SKPD

e e e , Pasal 47 ) iee .
. (1) Bendahara Penerlmaan/Bendahara Penenmaan Pembantu
- menyelenggarakan , penatausahaan g terhadap ~seluruh
penerlmaa.n ‘dan penyetoran atas penenmaan yang menjad
tanggung jawabnya. : . ! L ;

o (2) Penatausahaan penenmaaﬁ sebagalmana dlmaksud pa
ayat(l) menggunakan e SR

oan bukukasumum B : R
b buku pembantu pennc:1an obyek penenmaan, dan
buku rekapltulam penerlmaan haman S

(3) Bendahara Penerlmaan dalam melakukan penatausahaan' ‘
R sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) menggunakan

SD

Surat Ketetapan Pajak Daerah .
Surat Ketetapan RCtI‘lbLlSl Daerah

~ Surat Tanda Setoran, SRR
Surat Tanda Bukt1 Pembayaran, dan

Q.-OD"

Buktl penenmaan lamnya yang sah.

L (4) Semua ‘penerimaan daerah d11arang dlgunakan langsung
“untuk membiayai pengeluaran, kecuali- bagi SKPD atau
~ Unit. Kerja yang menerapkan- Pola Pengelolaan Keuangan R
_Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dan ‘Pola
’ Pengelolaan Dana Kapltam o o




| Paragraf}2 “ | o
o Pcnatausahaan Penerimaan di PPBKD =

S Pasal48 ST
(1) Bendahara  Penerimaan  PPKD bertugas untuk

menatausahakan dan mempertanggung]awabkan seluruh - - .

pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penerimaan yang dikelola oleh Bendahara Penenmaan"‘ o
B PPKD adalah dana perimbangan, pendapatan lam-laln yang"-'»"
sah dan penerimaan pemblayaan

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud padaf?ff:ﬁ?f P
ayat (1) Bendahara Penerimaan PPKD berwenang untuk

mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang -
diterima Bank Penylmpanan Kas Daerah. :

(4) Bendahara Penerimaan = PPKD dalam  melakukan .

penatausahaan sebagatmana dlmaksud pada ayat (1)

: menggunakan

a.. buku penerlmaan
b. nota kredit;
C. bukt1 penenmaan yang sah lamnya

Paragraf 3

. -Penatausahaan .Penerimaan di BUD :: e

| Pasal 49

(1) Bank Penyunpanan Kas Daerah d1tunjuk sebagal pemegang
Kas Daerah yang rnenylmpan seluruh penenmaan daerah.

”*(2) Bank Penylmpanan Kas Daerah 'sebagai pemegang Kas

Daerah melaksanakan sebaglan tugas dan fungs1 L

Bendahara Pener1maan

- (3) Dokumen -~ - dokumen yang dlgunakan oleh Bank
- Penylmpanan Kas Daerah sebagai benkut : :

a. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKP - Daerah),

b. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKR Daerah), |
c. Surat Tanda Setoran (STS) / Slip Setoran;

d. Bukti Penerimaan lalnnya yang sah; dan

e. Buku Kas Umum. , \ g
' (4) Seluruh uang kas yang dxterlma oleh Bank Penylmpanan »

Kas Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah

paling lambat dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh
empat) jam. |
" (5) Bank Penylmpanah Kas Daerah membuat laporan

pertanggung]awaban setiap hari atas pengelolaan

penerimaan uang dan dlsampatkan kepada Bupati melalui
. BUD. '

(6) Setoran dianggap sah apabila BUD telah menerima nota
~ kredit dari Bank Penyimpanan Kas Daerah.



Bag1an Kedua v P e
Penatausahaan Pengeluaran SKPD / SKPKD -

. SPD '

 Pasal 50 ' : .
(1) SPD dlslapkan oleh kuasa BUD Bidang Perbendaharaan
- dan Kas Daerah untuk disahkan oleh PPKD. sl

, ,A(g) SPD Belanja Tidak Langsung untuk BelanJa Ga.ll,::,_“ o
diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;v_f:‘,f o

setelah penetapan APBD dan penetapan Perubahan APBD..
(3) Penyusunan SPD didasarkan atas usulan’PA. atau Kuasa

"PA yang dlsesualkan dengan ketersedlaan kas Pemer1ntah"*""

Daerah.

- {4) Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dllakukan sctelah *
' diterbitkan SPD oleh PPKD. : L

(5) Untuk mengakomodasi belanja atas keglatan yang sxfatnya": ',

wajib - mengikat dan harus = dilaksanakan sebelum = =
DPA/DPPA SKPD disahkan, PPKD membuat SPD tanpa“'{"fj?
',menunggu DPA/DPPA SKPD dxsahkan _ e L

| R Paragraf _2 :
Pengajuan SPP

, . Pasal 51 o »
(1) Pengajuan 'SPP-UP  oleh Bendahara Pengeluaran -

/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari PA atau KUASA PA melalui ~ PPK- ~

- SKPD/SKPKD atau PPK Unit Kerja hanya dilakukan sekah_’-:;
- dalam ‘setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang' T
persedlaan digunakan SPP-GU. ‘ &

. (2) Besaran UP yang diajukan adalah set1ngg1 tmggmya 1 /12
" (satu per dua belas) dari belanja langsung dikurangi
 belanja kepada pihak ketiga yang nilainya lebih besar dari
Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) dan tldak harus
merinci kode rekening.

) BUD menerbitkan SPD sebaga1 dasar pengajuan SPP-UP.

~ (4) UP dapat digunakan untuk pembayaran kepada plhak L

‘ketiga yang nilainya sama dengan atau tldak leb1h dan .
“Rp. 15.000.000,00 (11ma belas Juta rupxah)

| (5) Besaran UP di setiap SKPD/SKPKD dan umt kex;]a o
dltetapkan dengan Keputusan BUD. : - -



R '_ persetujuan BUD

' maka sisa uang persediaan harus disetor kembah ke Kas -

‘(1) SPP-GU dlaJukan untuk menggantl”(revolvmg) UP
‘ telah dlgunakan ISP
e (2) Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara;
AN Pengeluaran/ Bcndahara Pengeluaran Pembantu ‘untuk .
,:’ memperoleh persetujuan dari PA atau Kuasa PA melalui
- 'PPK-SKPD/SKPKD atau PPK -Unit Kerja dapat dlajukan'ii
~apabila SPJ baik UP maupun GU sudah mencapal 75 %’1
, _(tu-]uh puluh llma perseratus) S S

» . v Pasal 53 . L
SPP-TU dlajukan untuk menarnbah uang untuk melaksanakan"_’ i
* kegiatan apabila UP pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara

_‘Pengeluaran Pembantu tldak mencukup1 dengan' ' ketent a
;sebaga_l berikut: e :

o a dlgunakan untuk melaksanakan keglatan yang ber31fa

. mendesak; - :

" 'b." besaran’ n11a1 ruplah yang leblh dar1 Rp 200 000‘.000 OOjf?‘
© . (dua ratus juta ruplah) per keglatan harus ‘m' ndapat“

e ‘tambahan uang harus . habls d1gunakan
L dlpertanggung]awabkan pada - bulan yang ‘sama. dengan
~~ permintaan tambahan uang; R T
d. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu,_f‘ K
~ dapat mengajukan SPP-TU berikutnya apabila SPP-TU
sebelumnya ‘sudah - selesai - d1pertanggung]awabkan_ dan -
PR dlsahkan oleh PA atau Kuasa PA; AT A
e '3 'tambah uang - persedlaan dlpertanggung]awabkan " dan
L -dlsahkan tersendm oleh PA atau Kuasa PA;’

| f jika tambahan uang persed1aan tidak hab1s dlgunaka

| ‘Daerah pada akhir bulan permintaan, kecuali :
v1. »keg1atan yang pelaksanaannya meleblhl 1 (satu) bulan,

2. keglatan yang mengalami penundaan darl Jadwal yang
~ telah ditetapkan yang dxalnbatkan oleh perlstlwa dlluar L
kendah PA atau Kuasa PA S '

Ve Pasal 54 , :

) Penga_]uan dengan SPP—LS dllakukan untuk

_ as belanja gaJL pegawa1 dan tunjangan, BRI

b belanJa bunga, - sub81d1 h1bah bantuan sos1a1 bagl’r"f?”jﬁv’ e
- hasil, bantuan keuangan, belan_]a tak terduga dan; -

 pengeluaran pemblayaan o RS

: :‘9'. : pembayaran pokok pm_]aman yang Jatuh tempo,

od. penyertaan modal; dan o o
e pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa oleh plhak ketlga‘if -
e yang mlalnya diatas Rp 15 000 000,00 (llma belaS ‘]uta".v‘, R




"

@)

o T

@)

@

v (2) Buktl-buktx pengeluaran asll sebaga1 Iamplran SPP-LS

merupakan ar31p yang disimpan oleh PA atau KUASA PA
setelah proses pencairan dana selesai. ’

o \ Paragraf 3
o Tekms Pengajuan SPP

Pasal 55

Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara s

Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-UP kepada PA

Kelengkapan Dokumen SPP-UP terdm darl
a. Surat Pengantar SPP—UP ‘
ringkasan SPP-UP;

rincian SPP-UP;

salinan SPD; dan -

a

keperluan selain uang persediaan.

SPP-UP yang dlajukan dibuat rangkap 4(ernpat) terd1r1 dan S
a. lembar I untuk PA/ KUASA PA/ PPK—SKPD / SKPKD / PPK

Unit Kerja;
b. lembar II untuk BUD

~ ¢. lembar Il untuk Bendahara Pengeluaran/ PP’I‘K dan :v v'

(1)

d. }lembar v untuk ar31p Bendahara Pengeluaran

. Pasal 56 - v
Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/ Bendahara'

Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-GU. kepada PA = . |

atau KUASA PA mela1u1 PPK-SKPD /SKPKD atau PPK Umt .
Kerja. - , .

- (2) Kelengkapan dokumen SPP—GU terdlrl dan

poop

Surat Pengantar SPP—GU
‘ringkasan SPP-GU;
rincian SPP-GU;
Surat Pengesahan Laporan Pertanggung]awaban (SPJ)
atas penggunaan dana SPP-UP/SPP-GU periode
sebelumnya; . o
e. salinan SPD; dan ' . -
f. Surat Pernyataan PA atau KUASA PA yang menyatakan

bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain untuk ganti uang persediaan. :

(3) SPP-GU yang dla_]ukan dlbuat rangkap 4 (empat) terd1r1

dari :
a. Iernbar I untuk PA / KUASA PA/ PPK—SKPD / SKPKD / PPK
Unit Kerja; ’

b. lembar Il untuk BUD;

atau KUASA PA melalui PPK-SKPD /SKPKD atau PPK Umt T

Surat Pernyataan PA atau KUASA PA yang menyatakan o
bahwa uang yang diminta tidak dlpergunakan untuk :



lembar III untuk Bendahara Pengeluaran /PPI‘K dan
d Iembar v untuk arsip Bendahara Pengeluaran R
(4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang dlajukan S
kedalam reglster SPP—UP/SPP—GU/ SPP-—TU

(1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/ Bendahara,
- Pengeluaran Pembantu mengajukan - SPP-TU kepada PA

o ‘;tau KUASA PA melalm PPK-SKPD /SKPKD atau PPK Umt‘*
Rerna. :

@) 'Kelengkapan dokumen SPP—TU terdln dan :
. a. Surat Pengantar SPP—-TU IR

. 'nngkasan SPP—TU
frmc1an SPP—TU '
.-"“sahnan SPD; e
rencana penggunaan atau Surat Pengesahan' Laporan - :
2 Pertanggung]awaban (SPJ) P S

" Surat Pernyataan PA atau KUASA PA yang‘ 'menya akan :

L bahwa uang yang diminta tldak dlpergunakan untuk‘;fn.

o -_vkeperluan selain tambahan uang persedlaan dan : o

.°g. Surat’ Keterangan yang memuat penjelasan keperluan:"f":g s
. peng1s1an tambahan uang persed1aan RS :

v..ffi::-fss o

B (SiPP-TU yang d1ajukan dlbuat rangkap 4 (cmpat) te i
. a lembarl untuk PA/KUASA PA/PPK-SKPD /SKPKD /PPK
© . UnitKerja;
b, iembarliuntukBUD o e
R c _lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/ PPTK dan
) ,d.v- lembar IV untuk ar31p Bendahara Pengeluaran

'j',,(4) Bendahara Pengeluaran mencatat. SPP—-TU yang dlajukan'fi-
N kedalam reglster SPP—UP/ SPP-GU/ SPP—TU :

I R » Pasal 58 ST S _
"‘;(1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara
. Pengeluaran’ Pembantu mengajukan SPP-LS Pembayaran =
‘: Gaji dan ’I‘un_;angan dan Perjalanan Dinas untuk pesangon";j
i kepada PA atau KUASA PA melalui PPK-SKPD o T
- (2) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran SKPKD yang
- - mengelola’ belanga bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, -
. bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan
S pengeluaran pembiayaan - serta . penyertaan modal'
BN menga_]ukan SPP—LS ke PPKD melalui PPK~ SKPKD." ,,
. (3) Berdasarkan dokumen SPP—-LS yang d131apkan oleh PP’I‘K
foo o untuk belanja barang - dan jasa yang nilainya di atas.
- Rp.15.000.000,00 (lima - belas juta ruplah), Bendahara =~
;'*.gvv;,Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran ~Pembantu. - .
‘..]:vmengajukan SPP—LS kepada PA atau Kuasa PA melalui-
e .”I"»PPK-SKPD . : L




(4) Kelengkapan dokumen SPP—LS Pembayaran>
Y’I‘unjangan terdiri dari : ‘

- (1) Surat Pengantar SPP - LS

~ (2) ringkasan SPP - LS;
(3) rincian SPP - LS; dan .
(4) lampiran SPP - LS yang mehpu’a

1.

SN

,pembayaran ga_]l 1nduk

. gaji susulan,
. _kekurangan gaji;

gaji terusan;

uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan

daftar gaji induk/gaji susulan / kekurangan

-gajifuang duka wafat

SK CPNS;

. SK PNS;

SK Kcnalkan Pangkat

.- SK Jabatan;

. kenalkan gaji berkala,

. Surat Pemyataan Pelantikan; -
.”Surat Pernyataan ma31h menduduki J abatan,
. Surat Pernyataan melaksanakan 'I‘ugas,

. Daftar Keluarga (KP4); ‘

. fotokopi Akte Kelahlran,

. SKPP; . . :
.vdaftar potongan sewa rumah dlnas, .

. Surat Keterangan Ma31h Sekolah / Kuhah

. Surat Pindah;
. Surat Kematian;
. SSP PPh 21; dan

Gaji

. kelengkapan dokumen tersebut dlgunakan sesuai

peruntukannya.

(5) Kelengkapan Dokumen SPP—LS untuk belanja bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial bagi hasil, bantuan
keuangan, belanja tak terduga dan’ pengeluaran
: pemblayaan serta penyertaan modal mencakup

Surat Pengantar SPP-LS; -

a.
b. ringkasan SPP-LS;

c.

d. lampiran SPP - LS yang mehputl

rincian SPP-LS; dan

1.

salinan SPD;

dan telah dlsetujm oleh PPKD / Sekretarls
Daerah /Bupati; :

2, Surat Permohonan yang dllengkap1 dengan proposal



sl Keputusan Bupat1 tentang ‘Pénenma d nB
an B
Bantuan/ Hibah; . Dl esaran

"4 Naskah Perjanjlan H1bah

» "-5 Keputusan Bupatl tentang Penggunaan Belanja Tak
- Terduga; dan - |

e f 6 kelengkapan dokumen tersebut d1gunakan sesua
peruntukannya :

(6) Kelengkapan Dokumen SPP—LS untuk pengada”
dan Jasa mencakup

L a. Surat Pengantar SPP—LS o
b nngkasan SPP—LS
L o r1n01an SPP—LS dan R
ﬂ d Iamplran SPP—LS yang mehput1 - ; ?‘ =
1. salinan SPD SR SR

e 2 SSP disertai faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah..
~ ditandatangani Wajib Pajak;_ S
3. Surat Pernyataan PA atau Kuasa PA mengenali

 penctapan pihak ketiga; - .

4. ',Surat Perjanpan Ker_]asarna/ Kontrak antara PA atau"%."“

~KUASA  PA  dengan - pihak  ketiga  serta
o mencantumkan ‘nomor rekemng bank p1hak ketlga‘
© sesuai dengan referen31 bank; e

. ‘Berita Acara Penyelesa1an Pekerjaan, ER T

O ‘Berlta Acara Serah Tenma Barang dan Jasa o

. kuitansi bermetera1, nota/ faktur s v :‘:
L d1tandatangan1 ‘pihak ketiga dan PPTK ‘serta -
‘d1setuJu1 oleh PA atau Kuasa PA;

8. fotokopi = Surat Jamman Bank atau | lembaga‘f
I keuangan non bank yang telah d11ega11s1r, ST
e ,9;: dokumen lam yang dlpersyaratkan untuk kontrak—
" kontrak . yang dananya sebagian atau 'seluruhnya o
'bersumber dan penerusan pmJaman/ h1bah luar RN
_v'»’inegerl, L o R S
-~ 10. Berita Acara Pemenksaan yang d1tandatangan : oleh‘*r o
S plhak ket1ga serta unsur Panitia Penerima HaSII;
. Pekerjaan benkut lamp1ran daftar barang yang' R
'dlpenksa, A R P R el , .
. 11.5' Surat Angkutan apabﬂa pengadaan barang[‘"
| i d11aksanakan di luar wﬂayah kerja e . N
. 12.Surat Pembentahuan " Potongan - Denda |
o ,Keterlambatan Pekerjaan : dar1 PPI‘K apabﬂa‘
T ‘;pekerjaan mengalaxm keterlambatan, e I
S 18. Foto/buku/dokumentasi tlngkat | _kemajuan/ T
- penyelesaian pekerjaan; T T
14, potongan Jaminan Sosial Tenaga Ker_]a (Jamsostek).j RN
~ _sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat R
EEN pembentahuan Jamsostek o O

o

'l‘\i




d.

15.khusus  untuk pekerjaan  konsultan yang B
perhitungan harganya menggunakan biaya personil: -

(billing rate), Berita Acara Presta31 Kemajuan
- Pekerjaan dilampiri v . :

16 dengan Bukti Kehadiran darl Tenaga Konsultan

sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan Bukti

17 Penyewaan/Pembehan Alat Penunjang serta Buktl;;;

 Pengeluaran lainnya berdasarkan r1n01an dalam
‘Surat Penawaran; dan v -

 18.kelengkapan  tersebut 'digunakan V“f"'sesuaj SR

peruntukannya.

(7) SPP—LS yang diajukan dibuat rangkap 4(empat) terdln dan Lo
a.
b.

C.

lembar ash untuk PA/Kuasa PA;
lembar pertama BUD;

lembar kedua untuk PPK - SKPD / SKPKD atau PPK Umt :
Kerja; dan ’ :

lembar ketlga untuk - ars1p PPTK dan/ atau Bendahara =
Pengeluaran. g

(8) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 7
mencatat SPP-LS yang dlajukan kedalam register SPPLS.

' Paragraf 4
Penerbltan SPM

Pasal 59

‘ (1) SPM dapat d1terb1tkan jika :

a‘

b.

pengeluaran yang dlmmta tldak meleb1h1 paguf _
anggaran yang tersed1a, ‘ ' . , B
kebenaran pembebanan keglatan dalam rekenmg‘
belanja sudah tepat; ' S
dldukung dengan kclengkapan dokumen yang sah dan S
lengkap. - o L

(2) Waktu pelaksanaan penerbltan SPM

a.

b.

diterbitkan paling lambat 2 (dua) han kcrja sejak SPP v
diterima;

apabila ditolak maka dikembalikan ke bendahara pahng Sl el

lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima SPP.

(3) PPK-SKPD/ SKPKD / PPK Unit Kerja memiliki tugas

a.
b.

mengujx SPP beserta kelengkapannya, _ N
menylapkan - SPM atas SPP yang telah diuji
kelengkapannya = dan kebenarannya , untuk,,_
ditandatangani PA atau Kuasa PA; o v '
menerbitkan Surat Penolakan - SPM bila SPP yang -

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / SKPKD
tidak lengkap atau tidak benar;

membuat register ‘penolakan penerbltan SPM dan



v €. rriembua‘t‘ registef SPM
(4) PA atau Kuasa PA memlllkl tugas
a. menerb1tkan SPM;

b. menolak SPM yang diterbitkan PPK-SKPD dan PPK
‘SKPKD bila SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran"b

SKPD tidak Iengkap atau tidak benar.

(1) SPM yang telah dlterbltkan oIeh PA atau Kuasa PA"vE,
dikirimkan kepada BUD dilengkapi dengan dokumen

Pasa] 60

taglhan pembayaran sebagai berikut :

a. untuk SPM Uang Persediaan :

1.

S.
6.

T

salinan Surat Pengantar SPP

2. salinan ngkasan SPP;

3.

4. ‘salma‘n Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman
- SPP; . o

| sahnan SPD;

salinan Rincian Rencana Penggunaan Daxia SPP; -

Surat Pernyataan tldak dipergunakan untuk
keperluan selam Uang Persediaan; dan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KUASA

- PA.
b. untuk SPM Ganti Uang :-

1.
2.
3.

salinan Surat Pengantar SPP
salinan ngkasan SPP;

salinan Rincian Penggunaan Dana SP2D- UP/ GU
yang lalu; ,

rekapitulasi péngeluafan pezihCian Obyek- S

Surat Pengesahan pertanggungjawaban perlode
sebclumnya

_sa.hnan SPD; .
‘Surat Pernyataan tidak d1pergunakan untuk

keperluan LS;

Surat Pernyataan ’I‘anggung Jawab PA atau KUASA v, ;,
- PA;dan

10. Surat Setoran Pajak.
c. untuk SPM Tambah Uang :

3

1. salinan Surat Pengantar SPP
2.

salinan Rlngkasan SPP; N
salman Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP

o e N

salinan Daftar Penehtlan Kelengkapan Dokuman AU
SPP: , | IR




o SPP;

R 7,:-5:_; Surat keterangan yang ‘memuat penjelasan

untuk SPM LS'FGa‘]l dan Tunjangan
L 1_.‘ , sahnan Surat Pengantar SPP

v6. “ _rekapltula81 gajl perlembar dan pergolongan

_Y,v_,f':[j’j,?“'Pembayaran L
. 1. v‘sahnan Surat Pengantar SPP |

f.vsahnan Daftar Penehtlan KeIengkapan -Dokuman

6. ,"‘Surat Pernyataan t1dak d1pergunakan untuk e
B ’keperluan selain Tambahan Uang Persed1aan,

- _keperluan penglslan Tambah Uang Persedlaan,‘

Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau Kuasa
S PA. S

o 2 }"-sallnan ngkasan SPP; , ‘
L 3 ‘v'sahnan Rm01an Rencana Penggunaan Dana SPP;
.

S sahnan Daftar Penehtlan Kelengkapan Dokuman
- SPP; BREERT y

| 5. },f’daftar gajl, dan

dan’. Belan]a T1dak Terduga ’serta

Pengeluaran

20 sallna.n Rlngkasan SPP; . e

3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
4 _ salman Daftar Penehtlan Kelengkapan Dokurnen' '

.'i}sahnan SPD | n DR

. Surat Pernyataan Tanggung J awab PA ata' | KUAS‘
PA;. . U

C 7 j. _Surat Permohonan yang d11engkap1 dengan proposal
. dan telah disetujui oleh PPKD / Sekrctarls e -
. Daerah/Bupati; .. ,

- 0\*‘_‘01 -

o 8.5ffl_Keputusan Bupati fentang Penenma dan=B ara B o

L 9 ‘ Naskah Perjanjlan Hlbah Daerah (NPHD),

L ,;}‘-'1 1 lamplran tersebut dlatas d1gunakan sesua1 ,' |

~.Bantuan /Hibah;

’ 10; Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja g
" Tidak Terduga; dan - R '

pcruntukannya o

. untuk SPM - LS Barang dan J asa

1L ;sahnan Surat Pengantar SPP

o }}2‘. ’vsahnan ngkasan SPP ‘ .

3. sahnan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP
4 'ffjsahnan Daftar Pene11t1an Kelengkapan Dokuman'
T"‘Z'V':-'-‘ZSPP Coi L :



(1) BUD melakukan pengujian SPM yang terdm dan pengujlan o S

sahnan SPD;

o

6. Surat Pernyataan ’I‘anggung Jawab PA atau Kuasa N

. PA;
7. Kontrak/ Pctjanpan Ker;a
8. Surat Perintah Mulai Kerja;

9. Berita Acara Serah Terima Barang atau |

Penyelesaian Pekerjaan, v v :
10. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), o
11. Salinan Rekenmg Bank; dan |

12. Salinan Nomor Pokok Wajlb Pajak (NPWP) | ~, |

v Paragraf 5 v
Penerbltan SP2D

Pasal 61

- substantif dan pengujlan formal.

(2) Pengujian substantif dllakukan untuk

a.

b

C.

d.

menguji  kebenaran pel‘hltung an tagi h an yang : | ,

tercantum dalam SPM;

menguji ketersedxaan dana pada keglatan dan kode
rekening dalam DPA yang d1tunjuk dalam SPM'

tersebut;

mengup kelengkapan dokumen taglhan pembayaran

menguji SSP dan faktur pa_]ak

: (3) Pengujian formal dilakukan untuk :

- a,

mencocokkan ta.ndatangan Pejabat Penandatanganan;j ,

SPM, PA atau KUASA. PA dan cap/stempel .~

kantor/SKPD/ SKPKD ‘dan dengan spes1men yang o
diterima; . -

memeriksa cara penulisan/pengisian Jumlah uang
dalam angka dan huruf; dan . : ’

memeriksa kebenaran dalam penullsan, termasuk tldak v

“boleh terdapat cacat dalam penuhsan

- {4) Berdasarkan hasil pengu_jlan SPM, BUD melakukan

Ca.

b.

penerbitan SP2D, apabila’ SPM. yang d1a_]ukan telah"
memenuhi persyaratan atau ,

penolakan penerb1tan SP2D 'apablla SPM yang
dlajukan tidak memenuhi persyaratan.

(S) Penerbltan SP2D sebagalmana dimaksud pada ayat 4 huruf :
~ (a) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -
diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar ’



(6) Penolakan penerb1tan SP2D sebagalmana dxmaksud pada__: S
~ ayat-4 huruf (b) paling lama 1 (satu) hari ker_]a terhltung
R se_]ak d1ter1manYa pengajuan SPM. - o

(7)’Setelah SP2D terb1t BUD menyerahkan SP2D ke Bank
' Penyimpanan Kas Daerah, kemudian Bank Peny1mpanan
. Kas Daerah mentransfer ke rekening atas nama ‘penerima
R ;‘rdan besaran dana sesua1 dengan yang tertera dalam SP2D

L (8) Dalam “hal BUD berhalangan, yang - bersangkutan dapat'
L, menunjuk pe_}abat eselon I dlbawahnya yang sesuai -
© " dengan = tugas = pokok dan fungsmya untuk dlbel'lv

o kewenangan menandatangam SPZD E -

Baglan Ketlga

Pengembahan Kelebihan Pembayaran, Pengembahan S1sa UP
o 'I‘U LS Denda Pengadaan Barang/Jasa Dan Klalm o
P S Pemerlksaan Lo R

DT T v Pasa162 o S
Vf(l) Pengemballan keleblhan pembayaran kepada plhak kenga
© dalam  tahun " anggaran berjalan - melalui -mekanisme

pemmdahbukuan ~ atas- penntah BUD berdasarkan
permmtaan dar1 plhak ketlga B

‘(2) Pengembahan keleblhan pembayaran kepada plhak ketlga
-setelah - tahun anggaran berakhir melalui mekanisme
Belanja T1dak Terduga berdasarkan permlntaan d 'r1 plhak'
ketlga « :

S e Pasal 63 B
“  (1) Mekanlsme pengembahan sisa UP dan/atau TU dalam} ;
: “tahun anggaran berjalan me1a1u1 penyetoran pada Rekemng?j;_
-Kas Umum Daerah. ' ST -

f ’V.'f':(2) Mekanisme - pengembahan LS dalam tahun anggaran
g bexjalan melalul penyetoran pada Rekening Kas Umum;}:_}.’j'.,;

. Daerah dan akan mengurangl reahsa31 belanJa o
 :(3) Mekanisme pengembahan sisa UP, " TU ‘dan - LS setelah

tahun anggaran berakhir melalul, penyetoran pada
Rekemng Kas Umum Daerah. . CoT

- ’ _(4) Mekanisme denda pengadaan barang/ _]asa serta klalm“fff“" A
pemerlksaan melalu1 penyetoran pada Rckemng Rekemng SR
Kas Umum Daerah , - L -




W

' BAB IX :
PERTANGGUN GJAWABAN KEUANGAN

. Bagian Kesatu o

'Bendahara Penenmaan dan Bendahara Penerlmaan pembantu o

o : . Pasal 64 ’ _
Bendahara Penerimaan - Pembantu Wajlb
mempertanggungjawabkan secara administratif atas
pengelolaan keuangan kepada Bendahara Penerimaan

paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya disertai bukti - o

~ bukti penerimaan/setoran.

@)

)

(4)

(5

)

(7)

W

Bendahara Penerimaan wajib mempertanggun.awabkan "

secara administratif atas pengelolaan keuangan kepada PA

melalui PPK-SKPD - pahng lambat tanggal 10 bulan

berikutnya dllampm - o

a. buku penerimaan dan penyetoran yang telah dltutup '
pada akhir bulan, : .

b register STS;
c. bukti penerlmaan yang sah dan

d. pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu R

Laporan keuangan Bendahara Penerimaan SKPD
merupakan laporan gabungan yang sudah merangkum SpPJ
Bendahara Penerimaan Pembantu. :

Bendahara Penerimaan wajib mempcrtanggungjaWabkan

secara fungsional atas pengelolaan keuangan kepada PPKD
dengan tembusan kepada’ Inspektorat - pahng lambatv s

tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertanggung}awaban administrasi dan fungswnal pada

akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat han o

kerja terakhir bulan Desember.

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan anahsxs atas
pcrtanggung]awaban Bendahara Penerimaan dalam rangka

rekonsiliasi penenmaan paling lambat tanggal 20 bulan '
berikutnya. :

PPKD berwenang ‘memberikan teguran tertulis dengan’ B
tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat kepada
bendahara penerimaan apabila sampai dengan tanggal
yang ditetapkan bendahara belum - mengirimkan SPJ .
fungswnal v ‘

Baglan kedua
Bendahara Pengeluaran

' : - Pasal 65 _
Bendahara ~ Pengeluaran = menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan setiap bulan kepada PA
melalui - PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan



-».»‘f.,-:':'j’v:berlkutnya, kecuah laporan pertangg‘ung]awaban bulan
.+ Desember dlsampalkan pahng Iambat har1 ker_]a terakhir
S pada buIan Desember. - B A
) (2) ;’ Dalam mempertanggung;awabkan pengelolaanl -uang, -
dokumen laporan pertanggungawaban yang dlsampeuk”
' mehput1 R S
Coan Buku Kas Umum,_ \ , . e
v b..',*vnngkasan pengeluaran per nn01an obyek yang dlsertal“v_f}.f‘
. dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap'
. atas pengeluaran dari setiap rincian obyek; -
o K 'Mbuktl atas penyetoran PPN / PPh ke Kas Negara dan
5 ‘l"-“_-'d'.-:reglster penutupan kas. e
© (3) Dalam ' . melakukan Venﬁka81 atas
L ;]pertanggung]awaban yang dlsampalkan, B
o berkewa_uban v : o

i aporan
PPK-SKPD j_f

Ca f:menehtl kelengkapan ' doklimen
o ‘pertanggung]awaban ~ dan’ keabsahan buktl-buktr?'
.';pengeluaran yang dllamplrkan, e

b. mengujl kebenaran perhltungan atas pengeluaran per

© - rincian: obyek yang tercantum dalam rlngkasan per}"”’”
' .5,‘,r1n01an obyek DL ST :

'c.__'menehtl kebenaran pembebanan belanja | sesualfj

- kegiatan dan rekemng belanja dalam DPA; - Lo

- d. menghitung ~pengenaan PN / PPh - atas

T jpengeluaran per rincian obyek e v

e menguiji kebenaran reahsa81 belanja sesua1 Vdengan SPM"

- .dan SP2D yang dlterbltkan penode sebelumnya [

Dokurnen ‘yang . dxgunakan ‘oleh PPK—SKPD dalamf;

— menatausahakan pertanggung]awaban pengeluaran -
' ”mehputl - o S
S a reglster penenmaan laporan » pertanggung]awab
S pengeluaran L e S L
b.’vf» register pengesahan Iaporan pertanggung]awaban}v
pengeluaran A - '
»v '»’c."";surat penolakan f laporan pertanggungjawaban‘{*
'pengeluaran S B

d. register penolakan ; ;laﬁdfan pertanggung]awaban’i':;_‘v
L pengeluaran dan R S v A
e _reglster penutupan kas =

| | . . Pasal 66 i
(1) Bendahara Pengeluaran mempunya1 tugas

 a. menguji kebenaran ~dan kelengkapan : ?ddkumevn E ‘:
of }- pertanggung]awaban, L ‘
b melakukan pencatatan’ buku buktl penggunaan dana
“dari UP/GU/TU dan LS pada dokumen Buku Kas B
Umum, : Buku Pembantu Slmpanan/Bank T‘:Buku R




Pembantu PaJak Buku Pembantu Panjar an;;
| '_,Pembantu Pengeluaran per rincian ‘obyek; dan o
e melakukan rekapitulasi’ pengeluaran dan mencatatnya_.,
dalam SPJ yang akan dlserahkan ke PA atau KUASA“ '
(2) PPK-SKPD mempunyal tugas

a mengu_u ‘Surat Pertanggung]awaban'(sp J) pen cliarin
. ,r,beserta kelengkapannya _

_a.b,}i_mereglster SPJ pengeluaran yang d1sampa1kan ‘oleh

- Bendahara - Pengeluaran dalam‘ buku f reglster,
- penerimaan SPJ Pengeluaran, R

e '_*mereg1ster SPJ pengeluaran yang telah dlsahkan oleh

© PA atau KUASA PA untuk Sekretariat Daerah, ke dalam

: vbuku reglster pengesahan SPJ Pengeluaran dan-

B d. 'mereglster SPJ Pengeluaran yang dltolak oleh PA atau'
o KUASA PA. : .

‘:‘ : (3) PA/ KUASA PA mem111k1 tugas sebagal berlkut

S a. menyetu_]m 'SPJ pengeluaran yang dlajukan oleh i
-+ . Bendahara Pengeluaran dengan ‘menerbitkan ‘Surat -
.Pengesahan, : Pertanggung]awaban Bendaha.ra
o J_Pengeluaran (SPJ Belan_]a), dan s

lvjv.'vfmenolak SPJ. Pengeluaran apablla‘ dokumen SPJ dak
. sah dan tldak lengkap ' o e Ty

v S Pasal 67 CL
(1) Bendahara v Pengeluaran : pada vajio

:mempertanggung}awabkan “secara fungswnal
e :pengelolaan uang yang men]adl tanggung jawabnya dengan;
 menyampaikan laporan. pertanggungjawaban. pengeluaran
- setiap bulan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
e - berlkutnya, kecuali laporan ‘pertanggungjawaban - ‘bulan -

. Desember dlsampalkan pallng larnbat tanggal 31 Desember

- tahun berkenaan s T ‘

0 (2) Penyampa1an laporan pertanggung]awaban Bendahara
. Pengeluaran  sebagaimana dimaksud . pada ‘ayat: (1)
~ dilaksanakan setelah = diterbitkan surat pengesahan:
L »-_pertanggung]awaban pengeluaran oleh PA.. e

(3) vszendahara  Pengeluaran menglrlrnkan ?. flaporanf,,-__ LR
S pertanggung]awaban pengeluaran sebagaimana d1maksud:fﬁ‘»gf
o pada ayat (2) kepada Inspektorat dengan dﬂampm L

C . ‘a. buku kas umum; ,
7 b :"‘rmgkasan pengeluaran per r1nc1an obyek yang d1serta1
° . dengan bukti-bukti yang sah; . : o

f e bukti penyetoran PPN / PPH dan o
o d 'reglster penutupan kas S -




L ”_7_.{,(4) PPKD berwenang memberlkan teguran tertuhs dengan

":‘tembusan ‘Sekretaris - Daerah dan Inspektorat kepada;:;; N
- --Bendahara Pengeluaran apablla sampai - dengan - tanggal
. yang d1tetapkan bendahara belum menglnmkan - SPJ:
"“‘[{fungs10na1 o N

' L Pasa168 IR
L -;jvj’.Uang kas / uang tunal ~dalam brankas yang menjadl
' pengurusan Bendahara Pengeluaran pada PA dan Bendahara
C Pengeluaran Pembantu pada KUASA PA setlnggl-tlnggmya
L '[sebesar Rp 15 000 000 00 (hma belas juta ruplah) o

Baglan Ketlga En

Bendahara Pengeluaran Perhbantu .

(1) Bendahara Pcngeluaran ST Pembantu
menyelenggarakan penatausahaan terhadap
' pengeluaran yang menJad1 tanggung Jawabnya

o (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajlb menyampa.tkang
S :laporan pertanggung]awaban pengeluaran setlap ‘bulan
B gkepada Bendahara. Pengeluaran paling lambat tanggal 5;
- bulan- benkutnya kecuali laporan pertanggung]awaban'_
- bulan Desember dlsampalkan pahng lambat ‘tanggal 28
~ Desember tahun berkenaan. v :

: »:vDalam proses penatausahaan, Bendahara Pengeluaran__ o
. Pembantu mencatat transak31 transak31 dalam buku N

. } ;.‘a Buku Kas Umum, AU IR
b Buku Pajak PPN/PPh
c Buku PanJar RN

: ' Surat Pertanggung;awaban (SPJ) dlserahkani, ke: da
SRR "‘Bendahara Pengeluaran dengan d11amp1r1 e Bl
~a. Buku Kas Umum; R S
b Buku Pajak PPN/ PPh dan S
, bukt1 bukt1 lain yang sah ‘ _

’ -",(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu mem111k1 tugas Lt

: a mengu_]l : kebenaran dan kelengkapan . dokumen
L pertanggung]awaban, : , A

" b. melakukan pencatatan buku-buktl penggunaan dana
. pada dokumen Buku Kas Umum Buku Pajak PPN / PPh,
-~ Buku Panjar; dan e T o o
el ‘melakukan rekap1tu1a81 pengeluaran dan mencatatnya L P
.~ " dalam 'SPJ Bendahara Pengeluaran. 'Pembantu yang
TR akan d1serahkan kepada Bendahara Pengeluaran o




©) Térhadap SPJ Bendahara Péngeluaran, : }»Pémbantu,
Bendahara Pengeluaran mem1hk1 tugas : X o

a. melakukan venﬁka31, evaluasi dan anahsxs SPJ
: ,Bendahara Pengeluaran Pembantu, : ‘

b. memberikan persetujuan terhadap SPJ Bendahara!"f
Pengeluaran Pembantu, dan SPJ pengeluaran
‘pembantu harus dlsertakan Bendahara Pengeluaran
dalam membuat SPJ pengeluaran; dan

c. Dalam hal SPJ Pengeluaran Pembantu tersebut ditolak
- maka Bendahara Pengeluaran mengembalikannya

kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

d1perba1k1

(7) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan o

bukti-bukti penggunaan dana dari UP, GU dan TU,
~ kemudian bukti penggunaan dana tersebut diarsipkan, dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya’akan mencatat
pengeluaran atas penggunaan dana . tersebut pada
dokumen-dokumen : : ’ - .

a. Buku Kas Umum; .
b. Buku Pajak PPN/PPh; dan
c. Buku Panjar.

_' (8) Bendahara Pengeluaran Pernbantu membuat SPJ Belanja
. berdasarkan data dari 3 (tiga) dokumen sebagaimana

: dimaksud pada ayat (7). dalam SPJ Pengelua_ran Pembantu.: i

'(9) SPJ sebagaimana dimaksud ayat (8) dlserahkan kepada
: Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima)

bulan berikutnya, sedangkan SPJ bulan Desember paling

lambat diserahkan 3 (tiga) han kexja sebelum tahun
»anggaran berakhlr ! L

BAB X v _ N
‘ PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK PADA SKPD

Pasal 70

(1) PA/Kuasa PA selaku SKPD dapat membuka rekemng S

penerimaan dan atau rekening pengeluaran serta rekemng '
lamnya dengan persetu_]uan Bupati melalui BUD. '

(2) Pembukaan rekenmg sebagaimana dimaksud dalam Pasal
' 70 ayat (1), dilakukan atas nama SKPD oleh Bendahara
Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran

(3) Permohonan ~ persetujuan pembukaan = rekening .

disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA / Kuasa PA'
kepada Bupatl mela1u1 BUD dengan dllampm



a Keputusan Bupat1 tentang penunjukan ' Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Penerlmaan SKPD; dan

| b Surat pernyataan tentang penggunaan rekemng

*‘-*"(4) Bupat1 berwenang untuk menolak permohonan persetujuan o -
’ pembukaan rekening yang diajukan apablla ‘permohonan °
~ tersebut tidak memenuh1 ketentuan ' sebagannana o
dlmaksud pada ayat (3) R : »

L S | | Pasal71 R
) 'BUD dapat memermtahkan penutupan " dan/atau
o pemmdahbukuan sebagian atau seluruh dan yang ada

- pada rekening sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 70 ayat'-f;
(1) ke Rekening Kas Umum Daerah e

(2 Rekening SKPD yang sudah tidak dlgunakan lag1 sesual,
- dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala =~ .
. SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekemng Kas”-
~ Umum Daerah paling Iambat 1 (satu) bulan. - .

(3) 'Penutupan dan/ atau permndahbukuan : sebagalmana_
- dimaksud pada ayat (2), harus dxlaporkan kepada Bupatlg',
melalul BUD : S e S

Pasal 72

(1) Kepala SKPD selaku PA/ Kuasa PA Wajlb mclaporka_n
o pembukaan rekemng ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasa
70 ayat (1), kepada Bupati melalui BUD pahng lama 5;~
_' (hma) han ker_;a sejak tanggal pembukaan rekemng :

(2 Rekemng sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 70 ayat-(l)
" harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar kepemilikan
T rekemng 'sebagai lampiran pada laporan keuangan SKPD "

- yang bersangkutan, dan Wa_]lb dlsampaukan kepada Bupatr_;{"_ﬂ-_z

; ‘:.-"setlap akhxr tahun - o | Lo

o Pasal73 R i
(I); Rekerung Penenmaan, Rckenmg Pengeluaran dan rekemngf’f}},.f o -}
. lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan - :
~ Bupati ini dan ma31h aktif, Wa_)lb dllaporkan kepada Bupat
-~ melaiBUD. . = e o
@ BUD melakukan 1nventar1sa31 » terhadap . rekemng -
Che o sebagalmana dlmaksud ayat (1) dan melaporkannya kepada
Bupat1 untuk d1tetapkan dalam Keputusan Bupat1 S




s PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD
Baglan Kesatu

Tekms Pengadaan Barang/ J asa SKPD

_ o Pasal ’74 S T
] o Pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa dlatur dalam peraturan
fo Bupau tersendm S e

R ‘ Pasal 75
"_1»:(1) Tanda bukt1 pembehan terd1r1 atas ‘
S an bukt1 pembehan/ nota pembehan, AP
. ”;b ku1tans:1, RO R
e Surat Per1ntah Kerja (SPK), dan a
~ d. suratpefjanjian.
) Bukt1 pembehan / nota pembehan sebagaumana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, digunakan ~untuk Pengadaan

»j;_,j,,}Barang/Jasa yang - mlamya . sampa1 dengan”
F ;‘Rp 5.000.000,00 (lima Juta ruplah) o ;

: Kuitansi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b
. digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nllalnya'
- diatas Rp. 5.000.000,00 (l1ma juta rupiah) sampa1 dengan

o .},Rp 15 000.000,00 (hma belas _]uta mplah) ;o

3 ,,:SPK sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c, '
~digunakan - untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan’
Konstruk81/ Jasa Lalnnya ‘yang mlamya _diatas
~ Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampa1 dengan'
~ Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). dan untuk Jasa
- Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 15.000.000,00 . (hmaff;_ o
" belas juta: rupiah) sampal dengan Rp 50 000 OOO 00 (hma'ﬂ
;puluh _]uta ruplah)

';Surat Peljan_uan sebagalmana dtmaksud pada ayat (1)
~ huruf d, dlgunakan untuk Pengadaan Barang/ Peker,]aani.
. Konstruksi/Jasa . Lainnya °© dengan = nilai- -diatas
"~ Rp. 200.000.000, OO (dua ratus Juta rupiah) dan untuk Jasa
" Konsultansi dengan n11a1 d1atas Rp 50 000 000 OO (hma.’f;_ R
’.fpuluh Juta ruplah) L - NEDRASES A A

ST Pasal’e o
e Surat pertanggung]awaban (SPJ) dalam rangka pengadaani.:‘;, i
o }‘barang/ jasa adalah sebagai berikut :- .

-a. Untuk pembehan/ pengadaan barang/ Jasa dengan nilai : Sl
v nomlnal sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (hma juta rup1ah) -
surat pertanggung]awabannya berupa ' v "




. 1 nota pembehan yang d1tandatangan1 oleh PA/ Kuasa
»‘PA/ PPK,PPTK,Bendahara Pengeluaran/ Bendahara‘
-]‘Pengeluaran Pembantu maupun oleh Pengurus

R barang/ Peny1mpan Barang SKPD ’

2, ;}untuk belanja makan dan mmum belanja bahan ba ar
o ]‘;,:rmnyak fotocopy, sewa kendaraan sewa gedung/ hotel
- sewa perlengkapan lainnya, pemasangan’ iklan/ ballho :
- spanduk - surat ‘pertanggungjawabannya nota - tanpa’_, g
= tanda tangan pengurus barang/ penylmpan bar ang

7 b pembellan/ pengadaan barang, pekexjaan konstruks1 dan“:‘if' LreEty

. jasa lainnya  dengan -~ nilai ~ nominal - ‘diatas. .

~ "Rp. 5 000.000,00 (lima Juta ruplah) sampai denganf'

. .Rp. 15.000.000,00 = (Lima belas - Juta ruplah)‘-, surat-‘
. pertanggung]awabannya yaltu berupa L :

;1’.’“-ku1tans1 ‘bermaterai cukup yang dllampm “not
f’,j;'pembehan/ pengadaan barang/j Jasa dan dltandatanganl],
... oleh = PA/KUASA PA/ PPK - PPTK, = Bendahara

o Pengeluaran/ Bendahara » Pengeluaran - Pembantu,
.~ penerima uang. (penyedla barang/jasa) maupun -oleh

o ’Pengurus barang/ Penylmpan Barang SKPD,

o 2. ?Berlta Acara Pener1maan/ pemerlksaan Barang/Jas a:
o oleh ‘ Pejabat - Penerlma Hasﬂ Pekeljaan dan PeJabat. v
;Pengadaan ‘ el I T

. untuk pembehan/ pengadaan barang/ jasa dengan n11a1 G
R nommal diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

" sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
-~ dan untuk jasa konsultansi dengan nilai nominal sampai:
.. dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta ruplah) maka's"f’i

o kelengkapan pertanggung Jawabannya adalah ’

._. l*"1 ‘surat pemberltahuan dari PPTK kepada PA/ Kuasa P
L .tentang pengadaan barang/ _]asa mela1u1 PPK-SKPD

B 2. PA/ Kuasa PA selaku PeJabat Pembuat Komltmenfé
i tentang pengadaan ‘barang/jasa membuat v surat»
o ‘perintah tentang pengadaan barang/ jasa o ‘

3-‘”}.berdasarkan surat penntah tersebut Pejabat Komltmenb._,;:;
. memberitahukan kepada Pejabat Pengadaan untuk’jf
fmelakukan survey; - ' T L e

4. berdasarkan hasil survey PeJabat Pengadaan membuat-j o
-~ surat pemberitahuan kepada penyedla barang/ Jasag'f,"'
R "’_untuk membuat surat penawaran _ EEE R
- 5. pemasukan surat penawaran kurang leblh selama 3'-73{}'_’ o

: (tlga) harl, R R RS ‘. . ‘. ,

o 6.';‘PeJabat Pengadaan mengadakan evaluaSI teknls danv -
. harga. terhadap penawaran yang masuk dan klanﬁkasx
~serta _negosiasi dengan membuat berita acara dan

o penyusunan Berlta Acara Hasﬂ Pengadaan Langsung

**;iﬂ(BAHPL), SR o |




.

@

7. Pe_]abat Pengadaan menetapkan ‘dan mengumumkan‘ S
- penyedia jasa yang menang dan memenuh1 persyaratan IR

~yang telah ditetapkan;

8. Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada PeJabat = -

‘Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ (Surat
v PenunJukan Penyedia Barang/Jasa); .

9. Pejabat Pembuat komltmen menerbltkan SPK berdasar g |

. SPPBJ;.

10.berita acara penerimaan/pemenksaan barang/Jasa |
atau jasa konsultansi oleh Pejabat Penenma Has1l

| . Pekerjaan v .
11. PPK-SKPD melaporkan ' kepada PA/ Kuasa PA
berdasarkan - Berita @ Acara - Hasil

Pemeriksaan/Penerimaan = barang/jasa dan PeJabat_

 Penerima hasil pekerjaan, berita acara penerimaan

barang/jasa oleh Penyimpan/pengurus barang milik

daerah untuk selanjutnya dlcatat dalam : buku, v

. inventaris barang daerah.

untuk pembehan/ pengadaan barang, pekeqaan konstruks1 '
dan jasa lainnya dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) keatas dan untuk jasa konsultansi L
dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,00 (lima -puluh juta

rupiah) keatas, surat pertanggungjawaban (SPJ) berupa
Surat Perjanjian/ Kontrak dilengkapi kuitansi bermaterai

cukup serta ditandatangani oleh PA/KUASA PA/PPK, PPTK, |

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
maupun oleh Pengurus barang/Penyimpan Barang SKPD,
serta bukti administrasi lain yang lengkap dan sah serta

Berita Acara Penerimaan Barang/ Jasa oleh Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang

sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun .

2010 beserta perubahannya ’

‘Bagian Kedua

Belanja Perjalanan Dmas .

B . Pasal77
Belanja perjalanan dinas diberikan berdasarkan Surat
Perintah dari Pejabat yang berwenang dan dilengkapi

dengan Surat Penntah Per_]alanan ' Dinas Pejabat yang =

bersangkutan

Bentuk  surat pertanggung jawaban untuk keglatan
per_]alanan dinas mellputl . :

a. surat permtah

b. undangan (jika ada);

c. SPPD;

& dofar pencrimdan vang perdlanan dinas;



kultan31/nota hotel (]1ka mengmap dan dlbayarkan
LR sesuaJ dengan kultan31 hotel), T "
R ’v’v"tlket bus/ tlket kereta apl/ tlket kapal laut/ t1ke
. pesawat udara. Khusus bagi - perjalanan dinas Tuar
" propinsi/ luar’ negen : boardlng pass (untuk moda

' .transporta81 pesawat udara), - A

o g nota bensin (]1ka menggunakan kendaraan dmas atau‘:_ ol
-»;kendaraan pr1bad1) . L e I

h ,_:fpnntout buktl/ ku1tans1 pembaya.ran tak31/ tlket"r
kendaraan umum. atau nota scwa kendaraan
. -f.transporta81 lokal; - L

i przntout buktl pembayaran Jalan Tol
o e :.;Tanda bukt1 parklr/ peron L

Baglan Ket1ga

Tata cara pemberlan / penyaluran dan pertanggung jawaban
belanja bantuan keuangan serta belan_la tak terduga

Paragraf 1

Belanja bag1 has11 dan belanJa bantuan keuangan kepada
i o pemermtah kelurahan / desa L

o Pasal 78

o Tata cara pembenan/ penyaluran da.n pertanggung jawaban e

. belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada-" o

";,‘jj'f‘;*pernerlntah kelurahan/ desa d1atur dengan Peraturan Bupati- -
- tersendiri. i SR TR PN E

e : . Paragraf 2 o »
Belan_]a Bantuan Keuangan kepada Parta1 P011t1k

_ _ o - Pasal 79 ¥
- Mekamsme Penyaluran dan Pertanggung]awaban B Bantuan
kepada Partax Politik : - B R T Mt

a penyerahan bantuan keuangan kepada partal pOlltlk o
- dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten =~ ;
 Karanganyar ‘atas  nama Bupau ‘kepada Ketua dan PPN
- Bendahara Partai Pohuk atau sebutan Iamnya, S

o b. penyerahan bantuan ' ersebuj: dengan persyaratan E
- administrasi: - RS ST
- _*1 ‘surat keterangan bank yang menyatakan mem111k1

- Nomor Rekening Bank atas nama Partai Polmk atau’f;*"-”
sebutan la_mnya, BT - e S




C 2 surat tanda tenma uang bantuan yang
S bentuk kuitansi- ‘ditandatangani - diatas ‘materai ‘oleh
‘Ketua~ dan Bendahara Partai Politik atau sebutan

© lainnya  dengan menggunakan kop surat dan
L cap/ stempel Partal Politik; ‘

‘fj}.vberlta acara serah terlma dlbuat dalam rangkap 4 R
- (empat) - yang dltandatangam oleh Kepala ‘Badan
o _"‘Kesbangpol dan' Linmas Kabupaten Karanganyar»f{;
- sebagai- Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara
- Partai Politik atau - sebutan lamnya sebaga1 Plhak'“
’»Kedua S RS D el

c Laporan penggunaan bantuan keuangan Partal P011t1k;
.. disampaikan kepada Bupati melalui. Kepala * Badan
- “Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karanganyar dengan

tembusan disampaikan kepada Ketua Komls1 Pemlhhan

‘. Umum Kabupaten Karanganyar Lo :

, Paragraf 3
Belan_]a T1dak Terduga

o Belanja tldak terduga merupakan bclanJa untuk keglatan yang v

' sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti - -

' *"Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak -

diperkirakan . sebelumnya termasuk pengembahan “atas -

- kelebihan" penenmaan daerah tahun—tahun sebelumnya yang
telah dltutup o L

o ’ ‘ v ,‘ - Pasa181
B »'Belanja T1dak Terduga dlgunakan untuk
Can mendanal tanggap darurat o

penanganan bencana alam

f_bencana sosml dan, A

aaip -

.'.f:pengembahan atas kelebrhan penenmaan daerah --vtahun
o __.tahun sebelumnya yang telah dltutup ceoir e

v SR | Pasa.l 82 o
. ’I‘ata cara pernberlan dan pertanggung Jawaban dlatur sebaga1 k
B benkut = . S N

a kepala SKPD atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan-j,_j' o
menyampalkan laporan kepada Bupati tentang adanya ~
bencana alam dan/ atau bencana sosxal serta kebutuhan S
dana untuk penanganannya, AR S




..:’»berdasarkan laporan tersebut Badan Penanggulangan':
- Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, SKPD
 yang: terkait - dcngan bencana’ sosial melakukan klarifikasi
- dan mengka_u kebutuhan dana yang dlajukan, selanjutnya -
S dllaporkan  ‘kepada Bupat1 - untuk - mendapatkanﬁfj
- persetujuan/ keputusan dan dalam waktu pahng lama
.(satu) bulan diberitahukan kepada DPRD; R
© . c. atas ' dasar persetujuan/ Keputusan ’ Bupat1 D1nas’j.
" Pendapatan Pcngelolaan Keuangan dan Aset“—'ﬁ’Daerah’
©-.menyiapkan kelengkapan admlmstram : ’
B ““mereahsa&kan dana bencana alam dan atau} bencana”
- sosial; S , o R N

el ;"c'll.{vpersyaratan untuk pencalran dana R ‘_ ) :
~ 1. Surat ‘Permohonan Pencalran Dana Bada |
SEAEE Penanggulangan Bencana atau SKPD terkalt bencana

"‘l2 Benta Acara dan kultan51 bermatera1 cukup rangkap 4;;'
- (empat) lembar Ll :

o 3 Surat Pernyataan Bencana Alam dar1 Bupatl.__::
o . ) pertanggung]awaban penggunaan bantuan :

S _l.lv'-:_Kepala SKPD dan/ atau BPBD bertanggung _]awab atasf_
o penggunaan dana. tersebut dan wajib- menyampalkan_
:.,-,_"_laporan real1sa31 penggunaannya kepada ‘Bupati dan.
~“atau ke SKPD. yang ditunjuk - selaku koordmator;
o penanganan bantuan bencana tersebut i
20 pengemballan atas keleblhan pener1maan daerah tahunf
sebelumnya yang telah dltutup ST S

_persyaratan untuk penarlkan keleblhan setor - dan Kas:‘“w
..+~ Daerah: . e e e |
-~ 1. surat permohonan penarlkan dana kelcblhan etor. dar1 :
- “Kepala SKPD kepada Bupati, dengan d11amp1r1 tanda";
~ bukti setoran yang lengkap dan sah ; S

» 2 berdasarkan surat permohonan tersebut selan_]utnyaé
RS Inspektorat ~ 'melakukan pemerlksaan “terhadap
- - kebenaran keleblhan setor tersebut ‘

e 3 surat persetujuan dari Bupat1 atas penankankeleblhanj
‘ sctor tersebut yang berupa Surat Keputusan Bupatl

. 4, atas dasar Surat Keputusan Bupat1 tersebut Bendaharai
- Pengeluaran PPKD membayar sejumlah dana penarxkan R
~ . kelebihan setor yang dilengkapi - dengan - kuitansi -
- ".v’:_'bermatera1 cukup dan Benta Acara dengan rangkap 4_- o
L (empat) lembar; . S -

| 5. pengembalxan dana keleblhan setor dlbebankan pada’":
Belanja tak terduga S TR i




'(1)

@

(3)

S  BABXI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD )
--Bagian Kesatu:

Pelaporan

: Paragraf 1
Laporan Semester Pertama dan Progn031s

Pasal 83

Kepala SKPD menyusun laporan reallsas1 semester pertama T

anggaran pendapatan dan belanja disertai prognosis untuk

6 (enam) bulan benkutnya dan dlsampa1kan ke PPKD. .
paling lambat 10 hari kerja setelah semester pertama R

berakhlr

PPKD menyusun Iaporan realisasi semester pertama
* dengan cara menggabungkan seluruh laporan SKPD paling =~
- lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
~ berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Sl

selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah menyampaikan laporan semester R
- pertama dan prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat =~ - -

. (2) kepada Bupati paling lambat minggu ketlga untuk

o dltetapkan sebagai laporan semester pertama APBD: dan L

— prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

@)

(1)

(2).

Laporan semester pertama APBD ‘dan prognoels untuk 6 -v,j‘j | .
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat = -

(3) disampaikan ke DPRD paling lambat akhlr bulan Juh S
tahun anggaran berkenaan v '

| - Paragraf2
Laporan Tahuna_n

Pasal 84

Laporan keuangan SKPD yang disiapkan oleh PPK-SKPD
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. |
Laporan keuangan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)&.'_'

‘terdiri dari :

a. Laporan reahsam anggaran, '
b. Neraca; S

- ¢. Laporan Operas1ona1 ‘
~ d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

3)

~ dilaksanakan berdasarkan sistem pengendahan 1ntern yang

e. Catatan atas Iaporan keuangan

Laporan keuangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2]
- dilampiri surat pernyataan kepala SKPD bahwa = -

pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah

memadai dan standar akuntans1 pemermtah



(4) PPKD rnenyusun laporan keuangan pemerlntah daerah.
~dengan cara menggabungkan laporan - keuangan SKPD"»»
pahng Iambat 3 (tlga) bulan setelah tahun anggaran :
berakhlr : o R .

(5) Laporan keuangan sebagalmana d1maksud pada aYat,» (4
chsampalkan kepada Bupatl melalu1 Sekretans Daerah

s terdiri dari :

:;»_”{Laporan reahsam anggaran i

’ ,Neraca

‘Laporan Operaswnal s Ll
Laporan Perubahan Ekultas (LPE), Sl
-'.:;gLaporan Arus Kas, T T,
ff’vLaporan Perubahan Saldo Anggaran Leb1h (SAL)

S g ‘"Catatan atas laporan keuangan R

oo ',b-‘“ 0 o m

(7 Laporan keuangan sebagalmana d1maksud pada ayat (6)
.~ dilampiri dengan ikhtisar kinerja dan laporan keuangan -
5 }Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah , -

" (8) Laporan_ keuangan sebagmmana d1maksud pada ayat (7)':;*"
- dilampiri . dengan . surat- pernyataan Bupau yang

o ’menyatakan bahwa pengelolaan APBD telah dllaksanakan‘?
'berdasarkan s1stem pengendahan mtern yang memada1

Pasal 85

() 'Laporan keuangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 84
- ayat (8) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemerlksa"'
‘Keuangan- paling lambat 3 (tlga) bulan setelah . tahun
’ anggaran berakhir. - . .

2 Penyampalan laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1);}_5
e Ldllakukan setelah d1reV1ew oleh Inspektorat o o
(3) -"Bupatl membenkan , tanggapan dan mel akukan
B v{penyesualan laporan keuangan pemenntah “daerah - -
o berdasarkan hasﬂ pemerlksaan Badan' *“Pemenksa:;'? L
Keuangan L : R :

RE N : Baglan Kedua '_ o
’ Penetapan Rencana Pertanggung awaban APBD
Pasal 86

() ,Bupatl menyampalkan Rancangan Peraturan Daerah

. tentang pertanggung;awaban pelaksanaan APBD kepada © = .
~ DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun_‘z: S
-"‘».,”'..anggaran berakhlr R et S




B (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagalmana dlmaksud pad :
. ayat (1) memuat laporan ‘yang mel1put1 laporan realisas
- anggaran,- neraca, catatan atas laporan keuangan dan,_
- aliran kas serta d11amp1r1 dengan laporan Kinerja ; yang telah
. diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan .
el ,,’{keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

. (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung]awabanj
-~ APBD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dirinci dalam.
~ "Rancangan Peraturan — Bupati " tentang pen_]abaranl?

. 'pertanggung]awaban pelaksanaan APBD

- (4) PersetUJuan ‘bersama terhadap Rancangan Peraturan';
.. Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
" oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhltung ‘sejak
- ,rancangan peraturan daerah tersebut d1ter1ma o

(5) : Laporan keuangan pemermtah daerah yang telah_dlaudlt"
B Badan Pemenksa Keuangan Wajlb dlpubhkamkan SR

5 BABXIII S
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 87

S Entltas pelaporan dan entltas akuntan31 : :
: 'menyelenggarakan sistem akuntanm pemerlntaha.n_ ,daerahj-
- berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang -
- Sistem - Akuntansi Pernermtah Daerah dan Kebljakan
-' Akuntans1 Pemermtah Daerah B LY

o : ,;BAB XIV
o ?:;-PENGAWASAN

Pasal 88

o f'?,"Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedomanv;,
o kepada ketentuan peraturan perundang—undangan S R

-~ BABXV
o F PENGELOLAAN KEUANGAN LAINNYA

s S Pasa189 :
Ketentuan tentang Slstem dan - Prosedur Pengelolaan Dana-f'fﬁ'f
~ BLUD dan Pengelolaan Dana Kaplta31 ‘Jaminan Kesehatan
_’Naswnal dlatur dalam Peraturan Bupatl tersendm 5




BAB XVI .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
.~ dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar L

: .»Ditetapkan“‘di Kafanganyér' ‘
- Pada tanggal /6 D’-}‘M%’}QQI?}}.}-
4/ BUPATI KARANGANYAR, [,

ALY ,IYATMONG/‘.’ SR

'Diundangkah di Karanganyar :
pada tanggal 16 D’-"“"‘a""‘ 2014

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR S

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014
NOMOR 7/ : v

~TELAH DIKOORDINASIKAN

PEJABAT | . PARAF

1. Asisten Administrasi P o

2. Kepala DPPKAD _ L / .




